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ABSTRAK 

EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN 

BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) MENGGUNAKAN PERMENPAN 

NOMOR 59 TAHUN 2020 

Oleh : 

Aulia Nabilah  

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan di bidang 

pemerintahan merupakan bentuk dari implementasi e-government. Implementasi e-

government di Indonesia diperdalam dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 

95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Selama 3 tahun Peraturan terkait SPBE terbit, ditemukan beberapa kendala dalam 

proses pelaksanaan, regulasi dan sumber daya sehingga belum dapat mencapai 

target maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan proses pengukuran 

terhadap nilai indeks tingkat kematangan SPBE di Pemerintah Kota Surabaya. 

Evaluasi yang digunakan mengacu pada PERMENPAN Nomor 59 Tahun 2020. 

Terdiri dari 47 Indikator yang akan dilakukan penilaian tingkat kematangan sesuai 

data dan keadaan yang berjalan saat ini. Proses wawancara dilakukan dengan 

informan dari KOMINFO Surabaya untuk mendapatkan jawaban setiap Indikator. 

Penilaian dilakukan setelah semua data terkumpul dengan menghitung Nilai Indeks 

Aspek, Nilai Indeks Domain dan Nilai Indeks SPBE. Hasil dari penilaian ke 47 

Indikator, 8 Aspek dan 4 Domain didapat Nilai Indeks SPBE sebesar 3.90 dengan 

predikat “Sangat Baik”, menunjukkan bahwa SPBE Pemerintah Kota Surabaya 

telah dilaksanakan sesuai kebutuhan dan mengacu pada regulasi tentang SPBE. 

Saran terhadap penelitian selanjutnya yaitu dengan pemilihan fokus pada salah satu 

aspek yang akan diteliti, serta kombinasi penggunaan kerangka kerja evaluasi untuk 

perbandingan atau sebagai bukti bahwa aspek/objek SPBE yang diteliti sesuai atau 

terdapat perbedaan dengan penilaian tingkat kematangan menggunakan 

PERMENPAN Nomor 59 Tahun 2020. 

Kata Kunci : E-Government, Evaluasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 

Tingkat Kematangan. 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF MATURITY LEVEL ELECTRONIC BASED 

GOVERNMENT SYSTEM USING PERMENPAN 59/2020 

By : 

Aulia Nabilah 

The utilization of information and communication technology in activities in the 

field of government is a form of e-government implementation. The implementation 

of e-government in Indonesia focused because of issue Presidential Regulation 

Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE). 

During three years of the issuance of regulations related to SPBE was implemented, 

has several obstacles were found in the implementation process, regulations, and 

resources so that they had not been able to achieve the maximum target. The 

purpose of this study showing the process of scoring the maturity level of the SPBE 

index that value in the Government of Surabaya city. The evaluation used refers to 

PERMENPAN Number 59 of 2020. Consist of 47 indicators for which maturity level 

assessment will measure according to current data and conditions. The interview 

process was carried out with informants from KOMINFO Surabaya to get answers 

for each indicator. The assessment maturity level doing after all the data has been 

collected and then calculating the value of the Aspect Index, Domain Index, and 

SPBE Index. Results of this assessment of 47 Indicators, 8 Aspects, and 4 Domains 

obtained an SPBE Index Score of 3.90 with the predicate "Very Good", indicating 

that the SPBE of the Surabaya City Government has been carried out as needed 

and refers to the regulations on SPBE. The suggestion for further chosen by the 

focus that will do research, as well as a combination of using an evaluation 

framework for comparison or as evidence that the aspects/objects of SPBE under 

study are appropriate or there are differences with the assessment of maturity level 

using PERMENPAN Number 59 of 2020.  

Keyword : E-Government, Electronic-Based Government System, Evaluation, 

Maturity Level.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan terhadap teknologi informasi (TI)  yang mengalami 

peningkatan yang pesat dan membawa pengaruh kepada segala kegiatan. Teknologi 

informasi adalah suatu penawaran kemampuan pada organisasi atau instansi 

maupun perusahaan oleh komputer. Berupa aplikasi perangkat lunak dan 

telekomunikasi sebagai pengiriman informasi, data serta pengetahuan terhadap 

masing-masing individu (Sin Tan et al., 2009). Teknologi informasi dan 

komunikasi memiliki manfaat yang semakin berkembang dan bermanfaat di segala 

bidang. Perkembangan dari teknologi informasi, berfungsi sebagai peningkatan 

kinerja dan kegiatan agar cepat dan akurat agar meningkatkan produktivitas. Salah 

satu pemanfaatan terhadap teknologi informasi dan komunikasi pada bidang 

pemerintahan yaitu berupa e-government. Pengertian dari e-government adalah 

pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk 

membantu menyediakan pelayan publik serta informasi (Silalahi et al., n.d.).  

Implementasi dari e-government di Indonesia didukung oleh terbitnya 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 sebagai panduan kebijakan serta strategi 

nasional terhadap strategi pengembangan dari penerapan e-government. Instruksi 

presiden yang berisi tentang kebijakan serta strategi nasional untuk pengembangan 

e-government dan beberapa panduan terhadap pembangunan. Pelayanan publik 

berupa e-government adalah langkah awal pemanfaatan kemajuan teknologi 

informasi yang diterapkan untuk bidang pemerintahan. Instruksi presiden 

menimbang bahwa penerapan e-government dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas proses kegiatan pemerintahan agar dapat menyelenggarakan 

pemerintahan yang baik (good governance) (Presiden Republik Indonesia, 2003). 

Aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi yaitu berupa pengolahan data 

dan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi supaya layanan publik bisa 

diakses dengan mudah oleh masyarakat yang membutuhkan. Pentingnya penerapan 

e-government salah satunya adalah supaya dapat mendorong kinerja pemerintah 

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  
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Adanya e-government memungkinkan untuk terjalinnya komunikasi serta 

interaksi terhadap antar pemerintah satu sama lain seperti pemerintah daerah 

dengan pemerintahan pusat (Supriyanto, 2016). Penerapan e-government berfungsi 

agar pemerintah dapat menyebarkan infromasi serta dapat berinteraksi dengan 

masyarakat, dan lembaga pemerintah lainnya (Supriyanto, 2016). Sistem informasi 

harus memadai untuk mendukung jalannya e-government. Maksud dari sistem 

informasi dalam e-government adalah perihal pengelolaan dan konteksnya. Jika 

memiliki pengelolaan yang bagus, maka dapat dikatakan sistem tersebut layak 

untuk digunakan pelayanan kepada masyarakat dengan cukup menggunakan 

internet dan perangkat keras pendukung. E-government dapat menjadi jalan 

alternatif untuk perubahan birokrasi yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan 

(Nugraha, 2018). Pemerintah mengatur bagaimana proses berjalannya administrasi, 

regulasi dan kerangka kerja yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan penyampaian 

layanan dan untuk koordinasi, komunikasi dan integrasi proses di dalamnya 

(Almarabeh & AbuAli, 2010). Pengembangan e-government dapat dilakukan 

dengan melakukan perbaikan sistem manajemen serta langkah kerja pada 

lingkungan pemerintahan dengan memaksimalkan teknologi informasi. Tujuan dari 

pengembangan e-government diarahkan sebagai berikut yaitu membuat jaringan 

transaksi sekaligus informasi terhadap pelayanan publik, membentuk hubungan 

yang interaktif agar dapat meningkatkan perekonomian nasional, membuat relasi 

dan komunikasi dengan beberapa lembaga negara, membentuk sistem.manajemen 

baru yang bersifat efektif, efisien, transparan serta akuntabel untuk peningkatan 

kualitas layanan publik (Supriyanto, 2016). 

Implementasi e-government  pada pemerintahan di Indonesia diperdalam 

dengan diterbitkannya peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 

2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE yang 

sedang berjalan diperlukan evaluasi berkala untuk mengetahui tingkatan 

kemampuan dari SPBE pada masing-masing daerah. Menurut evaluasi dan 

peninjauan yang dilansir oleh situs www.spbe.go.id terhitung sejumlah 437 institusi 

yang sudah mengimplementasikan SPBE, terdiri dari Kementerian, Lembaga 

Pemerintahan Non Kementerian, Lembaga Lainnya, Lembaga Non Struktural dan 

Pemerintah Kota/Kabupaten. Sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

http://www.spbe.go.id/
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95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bahwa 

diselenggarakannya SPBE untuk memanfaatkan teknologi informasi dan 

mewujudkan tata kelola  pemerintahan yang baik. Infrastruktur SPBE terdiri dari 

perangkat lunak, perangkat keras serta fasilitas sebagai penunjang sistem 

(PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018, 

2018). Pada konsep pemerintahan secara umum, e-government digolongkan 

menjadi tiga kelompok yang terdiri dari warga negara, bisnis serta jasa, departemen 

pemerintahan negara. Mengacu pada beberapa singkatan seperti G2C (Government 

to Citizens) hubungan antara pemerintahan dan warga negara, G2B (Government to 

Business) yang menunjukkan hubungan antara pemerintah dan bisnis serta 

departemen industri, G2G (Government to Government) yang menunjukkan 

hubungan antar unit pemerintahan yang berbeda (Alshehri & Drew, 2010). 

Melakukan evaluasi terhadap SPBE untuk memastikan bahwa seberapa baik sistem 

dan komponen – komponen yang dijalankan dalam organisasi untuk pengelolaan 

peningkatan performa dan kinerja selanjutnya. Evaluasi SPBE adalah proses 

penilaian terhadap SPBE yang telah dilaksanakan oleh beberapa Instansi 

Pemerintah guna menghasilkan nilai indeks yang bertujuan sebagai representasi 

dari tingkat kematangan (maturity level). Pada penerapan SPBE di Indonesia, 

penilaian kinerja dan performa sistem dilakukan melalui evaluasi SPBE yang sudah 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik. Pedoman tersebut menggunakan konsep penilaian Capability 

Maturity Model Integration (CMM) untuk tingkat kematangan dari kapabilitas 

proses, sedangkan untuk pengukuran tingkat kematangan kapabilitas layanan 

menggunakan E-government Maturity Model (Kementrian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020).  

 Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 pada tahun 2018, hingga 

saat ini SPBE telah berjalan selama 3 tahun. Menurut hasil survei Infrastruktur 

Pusat Data oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 dengan 

obyek pusat data di 630 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Pemanfaatan dari pusat 

data dan perangkat keras mencapai 30% dari kapasitas yang ditentukan. Fakta 

tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar Instansi Pemerintah kurang dalam 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 
 

menjalankan pengembangan SPBE. Berdasarkan penilaian PBB pada tahun 2012 

hingga 2018 bahwa pada penerapan SPBE, optimalisasi Infrastruktur TIK menjadi 

kendala sehingga menghasilkan nilai Indeks Pembangunan SPBE yang rendah 

(BPK SULSEL, 2020).  

Pada tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi menerbitkan peraturan terkait panduan evaluasi kematangan 

SPBE. Dalam peraturan tersebut, pelaksanaan evaluasi tingkat kematangan SPBE 

membutuhkan tim yang terdiri dari Tim Asesor Internal serta Asesor Eksternal. 

Pada pasal 1, peraturan MENPANRB disebutkan bahwa Asesor adalah seseorang 

yang melakukan penilaian terhadap implementasi SPBE (Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia, 

2020). Evaluasi menggunakan PERMENPAN tahun 2020 belum tersedia pada 

penelitian terdahulu karena peraturan tersebut baru dapat berjalan bulan Januari 

tahun 2021. Penggunaan PERMENPAN Nomor 59 untuk evaluasi SPBE adalah 

agar pelayanan SPBE dapat memenuhi standar kepatuhan supaya dapat 

mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pedoman evaluasi 

SPBE dari PERMENPAN digunakan karena mencakup indikator untuk evaluasi 

berdasarkan struktur organisasi dan proses organisasi, informasi yang tersedia lebih 

lengkap untuk dilakukan analisis pengukuran tingkat kematangan yang kemudian 

menjadi rekomendasi bagi tahap selanjutnya. 

 Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dengan mengusung tema terkait 

penelitian evaluasi terhadap implementasi SPBE. Tema skripsi ini diangkat sebagai 

contoh dari proses pengukuran terhadap beberapa nilai indeks yang merujuk kepada 

hasil tingkat kematangan SPBE pada Pemerintahan Kota Surabaya. Proses 

pengukuran tingkat kematangan menggunakan Pedoman Evaluasi SPBE dari 

Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 59 Tahun 2020. Penelitian dilakukan dengan metode penilaian wawancara 

dan penilaian visitasi, sebagai asesor eksternal memberikan beberapa kuesioner 

terkait indikator dan aspek pada penilaian SPBE kepada responden atau pegawai 

Instansi. Evaluasi dilaksanakan untuk pengukuran seberapa matang tingkatan 

implementasi SPBE di Kota Surabaya, agar menghasilkan nilai indeks yang 

berguna sebagai acuan dalam peningkatan layanan melalui SPBE. 
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 1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, berikut adalah beberapa 

rumusan masalah untuk penelitian evaluasi tingkat kematangan dari penerapan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan 

Informasi Kota Surabaya : 

1. Bagaimana cara mengukur indeks aspek Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik? 

2. Bagaimana cara mengukur indeks domain Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik? 

3. Bagaimana cara mengukur indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pemerintah Kota Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berikut adalah beberapa tujuan yang akan dicapai selama penelitian proses 

evaluasi tingkat kematangan SPBE, yaitu : 

1. Melakukan pengukuran nilai indeks domain untuk proses evaluasi tingkat 

kematangan dari implementasi SPBE yang telah dijalankan. 

2. Mengukur nilai indeks aspek untuk proses evaluasi tingkat kematangan dari 

implementasi SPBE. 

3. Menghasilkan nilai indeks terhadap implementasi SPBE yang telah dijalankan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Beberapa manfaat yang dihasilkan pada penelitian ini diharapkan dapat 

membantu pada instansi terkait dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik.   

a. Sisi Akademis 

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi seputar sistem 

pemerintah berbasis elektronik. Menghasilkan nilai tingkat kematangan dari 

SPBE serta dapat digunakan untuk referensi pada penelitian berikutnya yang 

terkait evaluasi SPBE. 

b. Sisi Praktis 

Sebagai contoh panduan terhadap proses pelaksanaan pengukuran tingkat 

kematangan SPBE. Mengukur capaian kinerja dari pelayanan publik untuk 
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kemudian memberi rekomendasi guna peningkatan kualitas pelayanan sesuai 

standar yang telah ditetapkan. 

1.5 Batasan Masalah 

 Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, ditetapkan batasan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Proses penelitian yang berupa evaluasi menggunakan peraturan yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 terkait Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis 

Elektronik. 

2. Metode evaluasi atau data yang digunakan didapat dari wawancara, 

pengumpulan bukti pendukung dan penelitian di lapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab yang terdiri dari kumpulan definisi teori dasar serta beberapa referensi 

yang digunakan selama penelitian. Definisi dari masing-masing teori dipaparkan 

agar pembaca dapat mengetahui pokok-pokok teori yang digunakan pada penelitian 

ini. Beberapa referensi dengan topik yang sama digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian. Terdapat penjelasan mengenai integrasi keilmuan yaitu penjelasan ayat 

Al – Qur’an yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu digunakan sebagai pengetahuan tambahan yang 

relevan terhadap penelitian yang  dilaksanakan, serta beberapa penelitian terdahulu 

ditujukan sebagai acuan selama penelitian. Tujuan dari peninjauan penelitian 

terdahulu adalah supaya dapat memberikan pengetahuan bagaimana kesiapan serta 

pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian 
Nama Penulis 

(Tahun) 
Gap Research 

Evaluasi Tingkat 

Kematangan SPBE di 

Disperindag Kabupaten 

Banjar Menggunakan 

CMMI Dev. Versi 1.3 

M. Rizeki Yuda S., 

Wing Wahyu W., 

Henderi 

(2020) 

Penelitian menggunakan 

domain 3 (layanan SPBE) 

pada PERMENPAN Tahun 

2018 sebagai model evaluasi 

 

Evaluation of E-

Government Maturity 

Models in Sub-District 

Public Services in 

Indonesia Using the 

SPBE Framework 

I Made Sukarsa, Ida 

Bagus Ananda P, 

Anak Agung Ketut A. 

C., Kadek Suar W. 

(2020) 

Proses evaluasi hanya 

berfokus pada Domain 2 

(Tata Kelola)  dan Domain 3 

(Layanan SPBE) 

PERMENPAN No.59 Tahun 

2020  
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Evaluasi Implementasi 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

(SPBE) Pemerintah 

Kabupaten Lumajang 

Menggunakan Peraturan 

Menteri PAN-RB 

Nomor 5 Tahun 2018 

Tentang Pedoman 

Evaluasi SPBE 

Muhammad Alif 

Rifky F. 

(2019) 

Evaluasi SPBE 

menggunakan pedoman dari 

PERMENPAN Nomor 5 

Tahun 2018. 

Menggunakan seluruh fokus 

Indikator (35), Aspek (7), 

Domain (3) 

Menghasilkan Nilai indeks 

SPBE Pemerintah 

Kabupaten Lumajang 

sebesar 2.85 

 

Analisis dan Evaluasi 

Tingkat Kematangan E-

Government pada 

Information 

Architecture 

menggunakan 

Framework Cobit 5 

Sumijan, Pradani Ayu 

Widya P. 

(2020) 

Evaluasi Information 

architecture pada setiap 

organisasi perangkat daerah 

Kota Padang menggunakan 

kerangka kerja Cobit 5 dan 

menghasilkan nilai rata-rata 

tingkat tata kelola sejumlah 

3.22 mengarah ke level 

Performed Process 

Evaluasi Penerapan E-

Government di 

Pemerintah Kabupaten 

Sumbawa Besar 

menggunakan Kerangka 

Kerja SPBE 

Henry Dwi P., Widhy 

H.N.P., Admaja Dwi 

H. 

(2020) 

Evaluasi SPBE 

menggunakan 

PERMENPAN No. 5 Tahun 

2018, dengan fokus 

penilaian hanya pada Aspek 

6 (Layanan Administrasi 

Pemerintahan)  

Nilai Indeks Aspek 6 senilai 

2.80  
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Evaluasi Kebijakan 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

dalam Pelayanan 

Administrasi (SIOLA) 

di Kementerian Dalam 

Negeri Republik 

Indonesia 

Agus Widiyarta, 

Choiriyah Eka W., 

Hilmi Izaz R. 

(2020) 

Evaluasi Kebijakan dalam 

implementasi aplikasi 

SIOLA menggunakan model 

evaluasi William N. Dunn 

dengan 6 Indikator 

penilaian.  

Hasil penilaian bahwa 

aplikasi SIOLA belum 

mencapai kategori optimal.  

Evaluasi Sistem 

Pemerintahan berbasis 

Elektronik (SPBE) pada 

BDA Sukamandi 

Sri Rahayu Utami 

(2019) 

Evaluasi SPBE 

menggunakan seluruh 

Indikator dan Aspek pada 

PERMENPAN No. 5 Tahun 

2018. 

Menghasilkan Nilai indeks  

SPBE sejumlah 1,82 dengan 

predikat “Cukup”.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam 

penyusunan skripsi, terdapat perbedaan metode evaluasi yang digunakan seperti 

Cobit, CMMI, Peraturan MENPAN Nomor 5 Tahun 2018 dan evaluasi william N. 

Dunn sebagai kerangka penelitian. Pada penelitian yang sedang disusun saat ini 

menggunakan metode evaluasi sesuai pedoman Peraturan MENPAN Nomor 59 

Tahun 2020. Peraturan tersebut diresmikan pada tahun 2020 dan baru ditetapkan 

untuk evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021. 

Terdapat perbedaan pada domain dan aspek yang mempengaruhi penilaian serta 

perhitungan tingkat kematangan SPBE. 

Penelitian dengan judul “Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di 

Disperindag Kabupaten Banjar Menggunakan CMMI Dev. Versi 1.3”. Penelitian 

ini menjelaskan tentang evaluasi untuk mengetahui level capaian dari e-government 

Kabupaten Banjar yang sudah diterapkan menggunakan panduan metode 

CMM/CMMI. Pengolahan data dihitung dari indeks domain layanan SPBE melalui 

kuesioner yang diisi oleh responden. Penelitian menghasilkan informasi bahwa 
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level tingkat kematangan SPBE oleh Disperindag Kabupaten Banjar berada di 

tingkat 1 yaitu Informasi, dengan kriteria layanan SPBE masih menggunakan 

informasi dari satu arah dan pengelolaan terhadap layanan SPBE dilaksanakan 

secara Performed Process (Saputra et al., 2020). 

 Penelitian selanjutnya dengan judul “Evaluation of E-Government Maturity 

Models in Sub-District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework” 

menjelaskan tentang evaluasi SPBE yang dilakukan terhadap layanan publik pada 

salah satu Kecamatan di Indonesia. Menggunakan pedoman evaluasi SPBE sesuai 

peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan PERMENPAN Nomor 5 Tahun 

2018 pada Domain 3 (Layanan SPBE). Evaluasi dilakukan terhadap seluruh 

pelayanan publik yang dilakukan oleh kecamatan yang disebut Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa pada pelayanan publik berbasis elektronik yang di Kecamatan tersebut 

memiliki tingkat yang masih dikatakan buruk karena banyak indikator yang tidak 

terpenuhi, dengan tata kelola berpredikat sedang karena beberapa kecamatan telah 

menerapkannya (I Made Sukarsa et al., 2020).   

 Referensi penelitian terdahulu selanjutnya adalah dengan judul “Evaluasi 

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah 

Kabupaten Lumajang Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 

2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE”. Penelitian yang dilakukan yaitu evaluasi 

terhadap SPBE Kabupaten Lumajang dengan menggunakan pedoman evaluasi dari 

Peraturan MENPAN-RB pada Tahun 2018. Mengevaluasi sistem  informasi yang 

sudah diterapkan pada sistem pemerintahan Kabupaten Lumajang untuk 

mengetahui level kapabilitas kematangan dari pelaksanaan SPBE. Konsep 

penilaian yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan CMM/CMMI 

(Firdaus, 2018).  

 Penelitian dengan judul “Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-

Government pada Information Architecture menggunakan Framework Cobit 5” 

menjelaskan tentang strategi dari penerapan e-government di Pemerintah Daerah 

Kota Padang dengan melakukan analisis dan evaluasi tingkat kematangannya. 

Penelitian evaluasi ini memakai kerangka kerja yaitu Cobit 5. Dilakukan analisis 
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terhadap tingkat kapabilitas pada kondisi real dan kondisi harapan, kemudian 

pemetaan instrumen untuk mendapatkan nilai indeks pada masing-masing domain, 

aspek serta indikator. Penelitian menghasilkan nilai dari pengukuran tingkat 

kapabilitas, tingkat kapabilitas harapan dengan karakteristik dari 4 Domain pada 

Cobit 5 dengan hasil rata – rata tingkat kematangan sebesar 3.22 yang masuk pada 

kategori Establish Process (Purnama, 2020).  

 Referensi penelitian selanjutnya merupakan jurnal dengan judul “Evaluasi 

Penerapan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Menggunakan 

Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” penelitian 

terkait penilaian tingkat kematangan dari Layanan Administrasi Pemerintah 

Berbasis Elektronik. Penilaian menggunakan pedoman evaluasi dari Peraturan 

MENPAN No. 5 Tahun 2018 dan berfokus pada Aspek 6. Penelitian dilaksanakan 

dengan melakukan wawancara pada perangkat daerah yang bertanggung jawab 

yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa. Diperoleh hasil 

nilai indeks aspek 6 yaitu 2.8, dengan rincian pada indikator 25 memiliki skor level 

2 yang berarti Cukup dan Indikator 26-31 mendapat level 3 berarti Baik. Selisih 

perbedaan antara kondisi layanan saat ini dengan target yang diharapkan sebesar 

2.20 (Pratiwi et al., 2020). 

 Penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik dalam Pelayanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia” terkait proses mengimplementasikan kebijakan evaluasi SPBE 

terhadap aplikasi pelayanan administrasi yaitu SIOLA. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengukur kesiapan aplikasi SIOLA yang dinilai masih memiliki kesenjangan 

digital (digital divide). Aplikasi yang dijalankan oleh Kementerian dalam Negeri 

untuk mengintegrasikan pelayanan administrasi terkait nota dinas, surat perizinan, 

dan lainnya. Pada penelitian ini menggunakan indikator dari teori evaluasi William 

N. Dunn terdiri dari efektivitas, efisiensi , kecukupan, pemerataan, responsivitas 

dan ketepatan. Kesenjangan digital yang masih dialami oleh lingkungan internal 

membuat implementasi dari aplikasi dan layanan publik berbasis elektronik belum 

berjalan secara maksimal. Dengan saran usulan untuk pengembangan aplikasi 

SIOLA sesuai dengan pedoman PERMENPAN Nomor 5 Tahun 2018 dan 

mengadakan sosialisasi terkait pelayanan publik (Widiyarta et al., 2020).  
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 Referensi terakhir terkait penelitian evaluasi SPBE dengan judul “Evaluasi 

Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) pada BDA Sukamandi”. Evaluasi 

menggunakan PERMENPAN Nomor 5 Tahun 2018 dengan menggunakan 

indikator, aspek, domain sesuai pedoman. Pengukuran tingkat kematangan SPBE 

pada BDA Sukamandi, menghasilkan nilai total indeks SPEB sebesar 1,82 dengan 

predikat “Cukup”. Dengan melakukan penentuan gap atau selisih dari target level 

kapabilitas dengan hasil capaian saat ini. BDA Sukamandi belum memiliki rencana 

induk terhadap pelaksanaan SPBE, diharapkan instansi tersebut melakukan 

perbaikan sebagai prioritas agar pelayanan publik dapat segera dilaksanakan 

(Utami, 2019).  

2.2 Teori Dasar 

Teori yang digunakan sebagai acuan landasan yang mendukung dalam 

penelitian. Terdiri dari kumpulan – kumpulan  teori yang relevan dan memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

2.2.1 E-Government 

 E-Government didefinisikan sebagai cara untuk bidang pemerintahan 

menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan inovatif, 

terutama pada aplikasi internet berbasis web. Berfungsi sebagai penyedia akses 

yang nyaman kepada warga untuk mendapatkan informasi serta menggunakan 

layanan pemerintah. E-government diterapkan sebagai peningkatan dari kualitas 

pelayanan dan juga memberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam lembaga 

dan proses demokrasi (Guo, 2010). Penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi menjadi kendaraan yang cepat untuk pemerintahan menghadapi 

perubahan zaman serta akuntabilitas di sektor publik. Implementasi dari e-

government menjadi revolusi teknologi yang menyertai pengetahuan masyarakat. 

Penambahan konsep baru seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat 

dalam evaluasi kinerja pemerintah (Mohammad et al., 2009). Adanya e-government 

membuat masyarakat mendapatkan akses terkait informasi dan layanan pemerintah 

dimanapun pengguna berada. 

Pengertian e-government dibagi menjadi lima tingkat dimana tingkatan yang 

semakin tinggi memiliki permasalahan yang semakin kompleks (Agarwal, 2000).  
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1. Tingkat pertama, e-government dimulai dari menampilkan wajah dari 

pemerintahan seperti meluncurkan website pada masing-masing instansi 

pemerintahan. Tujuannya untuk mengenalkan sistem pemerintahan, memberi 

informasi terkait instansi masing-masing. Kekurangannya ada pada komunikasi 

yang masih satu arah dan belum bisa dikatakan sebagai good governance. 

2. Tingkat kedua, mulai terjadi komunikasi dua arah berupa transaksi serta 

interaksi antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat. Transaksi yang 

dimaksud seperti layanan publik yang biasa dilakukan secara luar jaringan, 

dengan adanya e-government dapat dilakukan dalam jaringan.  

3. Tingkat ketiga, melakukan kerja sama atau kolaborasi antar instansi untuk 

melakukan pelayanannya secara dalam jaringan. Adanya kolaborasi tersebut 

membuat masyarakat lebih efisien dalam melakukan transaksi. Tingkatan ini 

belum diterapkan di Indonesia karena masih terhambat oleh perantara yang ada 

pada masing – masing instansi. 

4. Tingkat keempat, e-government memasuki tahap peningkatan arsitektur teknis 

agar semakin kompleks. Peningkatan fitur yang disediakan dalam pelayanan 

akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, tetapi anggaran 

untuk peningkatan termasuk keamanan dan pemeliharaan yang harus 

dikeluarkan juga semakin besar. 

5. Tingkat kelima, pemerintah dapat memberi informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan sistem “Information 

push” masyarakat dapat dengan mudah mendapat pelayanan publik yang 

dibutuhkan dari pemerintah. 

 Penerapan e-government telah diatur dalam Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi berkembang pesat dan dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan. 

Dokumen Instruksi Presiden tersebut berisikan tentang kebijakan dan strategi 

nasional untuk pengembangan e-government seperti pengadaan pemerintah yang 

baik (good governance), peningkatan pelayanan publik yang efektif serta efisien 

memerlukan kebijakan dari pengembangan terhadap e-government (Presiden 

Republik Indonesia, 2003). Pemanfaatan dari teknologi informasi mencakup 

aktivitas yang memiliki keterkaitan diantaranya yaitu :  
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1. Pengolahan data mencakup hal dalam pengelolaan informasi, perbaikan sistem 

manajemen serta proses – proses kerja yang dilaksanakan secara elektronis 

2. Pemanfaatan terhadap kemajuan teknologi informasi ditujukan supaya 

pelayanan publik dapat diakses dengan mudah serta dapat terjangkau oleh 

seluruh masyarakat Indonesia. 

2.2.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

Teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami revolusi, memberi 

peluang pemerintah dalam melakukan inovasi untuk pembangunan aparatur negara 

dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah 

awal dalam pembangunan seperti reformasi administrasi merupakan upaya dalam 

melakukan perubahan atau modernisasi administrasi dari pemerintahan. Reformasi 

administrasi negara, secara umum terdapat dua strategi seperti melakukan upaya 

menghidupkan kembali peran, kedudukan serta fungsi lembaga yang menjadi 

penggerak dari reformasi administrasi. Kedua yaitu melakukan tata ulang sistem 

administrasi negara yang meliputi proses, struktur, sumber daya manusia dan 

hubungan antar negara dengan masyarakat (publik). 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah salah satu 

penyelenggaraan  yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemanfaatan hal teknologi 

informasi dan komunikasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat atau 

pengguna layanan SPBE. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 

Tahun 2018 terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, menimbang bahwa 

tujuan dari SPBE adalah agar dapat mewujudkan tata kelola  pemerintahan yang 

efektif, bersih, transparan serta akuntabilitas (PERATURAN PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018, 2018). Terbitnya Peraturan 

Presiden, menunjukkan bahwa seluruh instansi pemerintah baik wilayah maupun 

daerah wajib menerapkan prinsip SPBE sesuai amanat Presiden. Terdapat tiga 

unsur penting pada pelaksanaan SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan adalah 

unsur tata kelola pada birokrasinya, kemahiran dalam hal teknologi informasi dan 

komunikasi untuk  pendukung dalam pelaksanaan, serta kemudahan pelayanan 

pemerintah untuk pengguna yang sesuai dengan fungsi dan tugas masing – masing 

(PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018, 

2018).  
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Peran penting dari SPBE salah satunya adalah dukungannya terhadap 

seluruh sektor pengembangan. Dalam menciptakan SPBE yang terpadu serta 

efisiensi, perlu tata kelola yang baik dan manajemen sistem. Perwujudan dari 

peningkatan tersebut ditandai dengan pembentukan Tim Koordinasi SPBE 

Nasional yang berada di bawah tanggung jawab Presiden. Disebutkan dalam 

Peraturan Presiden bahwa pengguna dari SPBE terdiri dari instansi pusat, 

pemerintahan daerah, pegawai, individual, masyarakat, para pelaku bisnis/usaha 

serta beberapa pihak lainnya yang memerlukan layanan  (PERATURAN PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018, 2018). SPBE harus 

dilaksanakan dengan beberapa prinsip sebagai berikut : 

a. Efektivitas, wujud dari optimalisasi terhadap pemanfaatan sumber daya yang 

mendukung berjalannya SPBE agar memenuhi kebutuhan. 

b. Keterpaduan, wujud dari integrasi sumber daya yang mendukung berjalannya 

SPBE. 

c. Kesinambungan, melanjutkan upaya SPBE secara bertahap, terencana dan 

diskontinu sesuai tahap perkembangannya. 

d. Efisiensi, wujud pencapaian dari pemanfaatan terhadap sumber daya yang 

mendukung berjalannya SPBE. 

e. Akuntabilitas, memiliki fungsi yang jelas serta pertanggungjawaban dari SPBE. 

f. Interopabilitas, melakukan koordinasi serta kolaborasi antara sistem  elektronik 

dengan proses bisnis untuk penukaran data dan informasi. 

g. Keamanan, menjaga kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan dan keaslian dari 

sumber daya pendukung SPBE. 

2.2.3 Evaluasi SPBE 

Bukti dari implementasi SPBE dapat dilihat melalui bagaimana dampak 

yang dihasilkan terhadap pemerintah maupun masyarakat. Dalam kurun waktu 3 

tahun selama SPBE diterapkan, layanan publik SPBE yang diselenggarakan 

pemerintah di beberapa instansi seperti departemen dan lembaga kemungkinan 

mengalami kendala maka dilakukan evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE adalah proses 

dari penilaian terhadap penerapan SPBE pada Instansi Pemerintah guna 

menghasilkan nilai Indeks SPBE yang menunjukkan tingkat kematangan dari 

penerapan SPBE (PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 
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TAHUN 2018, 2018). Penilaian tingkat kematangan pada SPBE terdapat dua 

konsep yaitu penilaian terhadap tingkat kematangan dari kapabilitas proses dan 

kapabilitas layanan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, 2020). 

Terdapat dukungan berupa kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) mengenai evaluasi SPBE yaitu 

Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nomor 59 Tahun 

2020 sebagai dasar dari pelaksanaan Evaluasi. Pemantauan dan evaluasi SPBE 

dilakukan bertujuan agar mengetahui tingkat kematangan dari layanan publik, 

supaya dapat diperbaiki layanan yang lebih baik.  Evaluasi SPBE menggunakan 

skala 1 – 5 untuk pengukuran atau penentuan kriteria tingkat kematangan pada 

beberapa indikator. Penilaian terdiri dari dua kapabilitas yaitu proses dan layanan 

yang pada setiap tingkatan kriteria memiliki arti atau penjelasan masing – masing. 

Kapabilitas proses adalah penilaian terhadap kapabilitas organisasi akan suatu 

proses. Kapabilitas layanan adalah penilaian terhadap kemampuan suatu organisasi 

akan layanan yang diberikan atau dijalankan. Terkait kriteria tingkat kematangan 

yang digunakan untuk penilaian setiap indikator evaluasi SPBE seperti pada Tabel 

2.2 sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas 

Kriteria Tingkat Kematangan 

Kapabilitas Proses 

Kriteria Tingkat Kematangan 

Kapabilitas Layanan 

Rintisan 

Kebijakan internal masih berupa 

konsep. 

Informasi  

Layanan SPBE masih berbentuk 

informasi satu arah 

Terkelola 

Kebijakan internal yang sudah 

ditetapkan tetapi belum lengkap 

Interaksi 

Layanan SPBE sudah dalam bentuk 

komunikasi 2 arah. 

Terdefinisi 

Kebijakan internal yang sudah 

ditetapkan dan sudah lengkap  

Transaksi 

Layanan SPBE dapat melakukan suatu 

operasi transaksi dengan sumber daya 

SPBE. 

Terpadu dan Terukur 

Kebijakan internal yang ditetapkan dan 

telah dilakukan evaluasi berkala 

Kolaborasi 

Layanan SPBE sudah terintegrasi atau 

berkolaborasi dengan layanan lain. 
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Optimum 

Penetapan kebijakan yang sudah 

dilakukan tindak lanjut sesuai hasil dari 

evaluasi dengan melakukan penetapan 

kebijakan baru. 

Optimum 

Layanan SPBE telah melakukan 

perbaikan serta peningkatan kualitas 

sesuai kebutuhan lingkungan internal 

maupun eksternal. 

(Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik 

Indonesia, 2020) 

2.2.4 Peraturan MENPANRB Nomor 59 Tahun 2020 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

sebelumnya telah menerbitkan peraturan terkait pedoman tentang evaluasi SPBE 

yaitu PERMENPAN-RB Nomor 5 Tahun 2018. PERMENPAN ditujukan sebagai 

panduan dalam penilaian SPBE agar dapat mengukur kemajuan terhadap 

pelaksanaan SPBE pada instansi pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan 

tersebut sudah digunakan untuk evaluasi SPBE pada tahun 2019. Terdapat 

perbedaan yang terletak pada domain, aspek dan indikator. Pada PERMENPAN-

RB Nomor 59 Tahun 2020 terdapat tambahan domain Manajemen SPBE yang 

diikuti oleh penambahan aspek dan indikator yang terkait dengan Manajemen 

SPBE, perubahan juga terdapat pada indikator penilaian (Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020). 

 

Gambar 2.1 Perbandingan Pedoman Evaluasi SPBE 

(Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik 

Indonesia, 2020) 
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Metodologi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menurut 

PERMENPANRB Nomor 59 Tahun 2020 pengukuran tingkat kematangan 

dilakukan dengan skala 1 – 5 pada masing-masing Indikator dengan penjelasan 

sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Metodologi Evaluasi PERMENPANRB No. 59 Tahun 2020 

Domain Indikator 

Kebijakan Kebijakan Tata 

Kelola SPBE 

Dukungan dari kebijakan internal untuk 

penerapan tim koordinasi SPBE, 

perencanaan, strategi serta manajemen 

Audit TIK pada SPBE. 

Tata Kelola Perencanaan 

Strategis SPBE 

Arsitektur, anggaran , rencana, dan proses 

bisnis pada SPBE 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

Kematangan dalam pembangunan jaringan 

internal pemerintah, pemusatan data, serta 

sistem penghubung terhadap layanan 

SPBE 

Penyelenggara SPBE Tim koordinasi serta kolaborasi untuk 

penyelenggaraan SPBE  

Manajemen Penerapan 

Manajemen SPBE 

Keamanan terhadap data, informasi, aset, 

pengetahuan, SDM, dan layanan SPBE 

serta manajemen risiko. 

Audit TIK Audit terhadap aplikasi SPBE, keamanan, 

dan infrastruktur 

Layanan Layanan 

Administrasi 

Pemerintahan 

Layanan terhadap perencanaan, keuangan, 

kepegawaian, pengadaan, arsip, anggaran, 

kelola BUMN, akuntabilitas dan kinerja. 

Layanan Publik Layanan terhadap publik berupa 

pengaduan data terbuka dan JDIH serta 

layanan unggulan lainnya untuk publik. 

(Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik 

Indonesia, 2020) 
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2.2.5 Indeks Aspek SPBE 

Nilai indeks aspek adalah nilai yang menunjukkan tingkat kematangan dari 

implementasi SPBE di suatu aspek. Perhitungan nilai indeks yaitu berdasarkan dari 

total nilai tingkat kematangan setiap indikator dikali dengan bobot dari indikator, 

kemudian dibagi oleh bobot nilai aspek. Menghasilkan angka yang menunjukkan 

tingkatan nilai dari suatu aspek SPBE. (Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia, 2020). Rumus dari 

perhitungan nilai indeks aspek adalah sebagai berikut : 

Indeks Aspek i  = 
1

𝐵𝐴𝑖
 ∑ 𝑁𝐼𝑖𝑗

𝑛
𝑗=𝑚  × 𝐵𝐼𝑖𝑗 ......(Rumus-1) 

(Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi 

Republik Indonesia, 2020) 

Keterangan : 

Indeks Aspek i : nilai indeks aspek ke – nomor aspek ke – i   

BAi  : nilai bobot aspek ke – nomor aspek ke – i 

NIij  : nilai dari tingkat kematangan indikator ke – j  pada aspek ke – i 

BIij  : nilai dari bobot indikator ke-j pada aspek ke-i  

2.2.6 Indeks Domain SPBE 

Nilai indeks domain adalah nilai yang menunjukkan tingkat dari 

kematangan suatu implementasi SPBE di suatu domain. Perhitungan nilai indeks 

domain berdasarkan perkalian nilai  indeks aspek dengan bobot atau nilai aspek 

kemudian dibagi oleh bobot atau nilai domain (Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia, 2020). Rumus dari 

perhitungan nilai indeks domain adalah sebagai berikut : 

Indeks Domaini = 
1

𝐵𝐷𝑖
 ∑ 𝑁𝐴𝑖𝑗  ×  𝐵𝐴𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1  ......(Rumus-2) 

(Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi 

Republik Indonesia, 2020) 

Keterangan : 

Indeks Domaini : nilai indeks domain ke – i  

BDi   : nilai bobot domain ke – i  

NAij   : nilai indeks aspek ke – j pada domain ke – i  

BAij   : nilai bobot aspek ke – j pada domain ke – i  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 
 

2.2.7 Indeks SPBE 

Nilai indeks SPBE adalah nilai yang menunjukkan tingkat kematangan atau 

kemampuan dari instansi pusat maupun pemerintah daerah terhadap implementasi 

SPBE, nilai indeks SPBE merupakan perhitungan secara menyeluruh dari 

perhitungan keseluruhan nilai domain dengan bobot domain. Perhitungan nilai 

indeks SPBE berdasarkan total jumlah dari perkalian antara nilai indeks domain 

dengan bobot domain (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokasi Republik Indonesia, 2020). Rumus dari perhitungan nilai 

indeks SPBE adalah sebagai berikut : 

Indeks SPBE = ∑ 𝑁𝐷𝑗  × 𝐵𝐷𝑗
𝑛
𝑗=1  ......(Rumus-3) 

(Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi 

Republik Indonesia, 2020) 

Keterangan : 

NDj : nilai indeks domain ke – j  

BDj : nilai bobot domain ke – j  

2.2.8 Instrumen Evaluasi SPBE 

Instrumen dari Evaluasi SPBE digunakan untuk acuan sebagai penggalian 

informasi terhadap narasumber yang terkait dengan penerapan SPBE. Penyusunan 

instrumen berdasarkan pedoman evaluasi SPBE (PERMENMPANRB, 2020) yaitu 

sebagai berikut : 

a. Domain, adalah cakupan dari penilaian area terhadap pelaksanaan SPBE.  

b. Aspek, adalah penilaian dari area yang lebih spesifik terhadap pelaksanaan 

SPBE. 

c. Indikator, adalah penilaian dari petunjuk yang spesifik terhadap pelaksanaan 

SPBE. 

Suatu domain atau area terdiri dari beberapa aspek, dan dari aspek terdapat 

beberapa indikator. Menurut PERMENPANRB No.59 Tahun 2020, pedoman 

evaluasi SPBE memiliki sejumlah : 

a. 4 Domain yang terdiri dari Kebijakan Internal Terkait SPBE, Tata Kelola 

SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.  
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b. 8 Aspek yang terdiri dari Kebijakan Internal Terkait Perencanaan Strategis 

SPBE, Tata Kelola SPBE, Penyelenggara SPBE,  Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Penerapan Manajemen SPBE, Audit TI, Layanan (Adpem) 

Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Pengaduan 

Pelayanan Publik. 

c. 47 Indikator yang terdiri dari masing – masing aspek pada setiap domain. 

Indikator pada peraturan tahun 2020 tidak jauh berbeda atau masih terdapat 25 

indikator evaluasi yang sama seperti pada peraturan tahun 2018 (Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020).  

2.2.9 E-Government Maturity Model 

Model tingkat kematangan e-government merupakan model yang selalu 

mengalami perkembangan oleh praktisi serta akademisi, model ini digunakan 

sebagai pengukur kematangan dari kondisi e-government. E-government maturity 

model adalah model dari pengukuran tingkat kematangan terhadap evolusi SPBE 

dari aspek fungsional serta kapabilitas layanan serta menilai perkembang dari 

pelaksanaan e-government. Tingkatan kematangan kapabilitas layanan memiliki 5 

tahapan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimum. E-

government maturity model merupakan salah satu referensi pengukuran tingkat 

kematangan terhadap layanan SPBE yang digunakan sebagai acuan untuk 

pembuatan pedoman evaluasi SPBE oleh PERMENPANRB. Setiap tahap atau 

tingkatan dari e-government maturity model tersebut memiliki karakteristik yang 

berbeda sesuai kapabilitas yang mampu dilakukan pada setiap tahap. Pengukuran 

e-government dibagi menjadi 5 tingkat level yaitu (1) Informasi, (2) Interaksi, (3) 

Transaksi, (4) Kolaborasi, dan (5) Optimum. Pengukuran layanan SPBE dihitung 

dari tingkat kemudahan serta kenyamanan dari pengguna SPBE. Tingkat 

kematangan kapabilitas layanan SPBE yang berada pada tingkatan tertinggi, maka 

menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh sistem pada Instansi Pusat serta 

Pemerintah. Daerah tersebut memiliki kemudahan sekaligus nyaman untuk 

dioperasikan (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, 2018). 
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2.2.10 Metode Pengumpulan Data Kualitatif  

Salah satu hal yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu pengumpulan data. 

Pengumpulan data dibutuhkan untuk mendukung serta memenuhi kebutuhan sesuai 

topik penelitian. Data dapat dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti 

kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

ada dalam konteks tentang permasalahan fenomena sosial, budaya, serta tingkah 

laku dari manusia.  

Pada penelitian kualitatif fokus penelitian diharap berkembang sesuai 

dengan kondisi realitas di lapangan, bergerak dari informasi atau fakta maupun 

peristiwa menuju tingkat abstraksi yang teori atau konsepnya lebih tinggi bukan 

sebaliknya. Penelitian kualitatif sebagai suatu disciplined inquiri atau kegiatan yang 

berstruktur, terencana, serta memiliki strategi sejak awal. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang memiliki hasil penelitian tidak didapat dari metode 

kuantifikasi maupun prosedur statistik. Pendekatan yang digunakan dalam metode 

penelitian kualitatif diawali dengan memahami gejala yang menjadikan 

permasalahan tersebut menjadi pusat perhatian. Selanjutnya dilakukan cek ulang 

dari salah satu sumber kemudian membandingkan dengan sumber yang lain hingga 

peneliti merasa informasi yang dikumpulkan tersebut benar. Tujuan dari 

penggunaan penelitian kualitatif yaitu menemukan fenomena serta ciri dari sifat 

dalam satu kategori, kemudian peneliti mencari relasi antara fenomena dengan 

gejala – gejala yang ditemukan.  
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2.3 Integrasi Keilmuan 

Topik penelitian tentang Evaluasi tingkat kematangan SPBE yang berupa 

penilaian pada masing – masing proses bisnis. Dengan adanya penilaian atau 

evaluasi maka dapat dijadikan suatu acuan untuk perbaikan pelayanan serta kinerja 

pada SPBE. Untuk mengetahui integrasi keilmuan pada penelitian berdasarkan 

perspektif agama Islam, dilakukan wawancara dengan Guru PAI SMP 

Muhammadiyah Batam bernama Lailatul Fithriyah, S. Sos.I wawancara dilakukan 

melalui video call aplikasi whatsapp. Menurut narasumber, keterkaitan antara topik 

penelitian terdapat dua ayat Al Qur’an yaitu tentang penyampaian amanat dan 

manfaat dari memberi peringatan.  

Salah satunya adalah dari Surat Al Kahfi ayat 2 perihal pelaksanaan dalam 

salah satu fungsi manajemen : 

لِّحَ َّٰتِّ ٱَند لهَُ لصد َّٰ
 
ينَ يعَْمَلوُنَ ٱ ِّ لَّد

 
نِّيَن ٱ لمُْؤْمِّ

 
َ ٱ نهُْ وَيبُشَِِّّ ُ ن لَّد يدًا مِِّ رَ بأَسًْا شَدِّ ِِّيُنذِّ مًا ل جْرًا مْ ٱَ قيَِِّ  

ناً  حَس َ

Artinya : “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang 

sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang – orang yang 

beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan 

yang baik” (Qs. Al Kahfi : 2) 

 Makna dari salah satu penggalan ayat Surat di atas yang memiliki kata kunci 

terkait bimbingan. Pelaksanaan merupakan salah satu upaya dari manajemen untuk 

terwujudnya capaian kinerja suatu organisasi dengan mengambil tindakan atau aksi. 

Sebelum melakukan pelaksanaan ada kalanya melalui proses bimbingan atau 

pengarahan agar tindakan yang dilakukan dapat sesuai tujuan. Dalam bimbingan 

terdapat beberapa bentuk seperti memberi petunjuk, menjelaskan dan memberi 

perintah, serta memberikan pedoman agar masing – masing individu dalam 

organisasi dapat melakukan tugasnya dengan efisien. 

 Sesuai pedoman terkait pelaksanaan evaluasi SPBE, Kementerian PAN-RB 

mengeluarkan pedoman berupa PERMENPAN No.59 Tahun 2020. Dalam 

peraturan tersebut terdapat petunjuk untuk melaksanakan evaluasi mulai dari tahap 
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perencanaan, pelaksanaan hingga pembuatan laporan evaluasi SPBE. Sebelum 

dilakukan pelaksanaan evaluasi, para asesor melakukan pembelajaran terhadap isi 

dari pedoman evaluasi SPBE sebagai model agar evaluasi yang dilakukan sesuai 

harapan dan tujuan.  

Penggalan ayat terkait manfaat dari nasihat terdapat pada Surat Az – Zariyat 

ayat 55 yaitu : 

ند  وَذَكِِّرْ 
ِ
كْرَى   فاَ نِّينَ  تنَْفَعُ  الَِِّّ المُْؤْمِّ  

Artinya : 

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat 

bagi orang – orang yang beriman”  

 Makna dari penggalan ayat di atas adalah tentang pentingnya untuk 

memberi peringatan atau nasehat. Pemberian nasehat atau peringatan bukanlah 

suatu hal yang mudah. Ayat ini terkait dengan setelah melakukan evaluasi yang 

kemudian menghasilkan penilaian terhadap SPBE. Setelah penilaian dari evaluasi 

menghasilkan rekomendasi terhadap perbaikan untuk pelayanan SPBE ke depannya 

agar dapat sesuai target dan tujuan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab yang menjelaskan terkait metode yang digunakan selama penelitian, 

serta langkah – langkah yang terdapat pada penelitian sesuai permasalahan yang 

telah ditentukan untuk penyelesaian selama penelitian. Penjelasan tentang beberapa 

komponen penelitian yang terdiri dari jenis, objek., lokasi yang dijadikan tempat 

penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, penyusunan instrumen penelitian, 

sampai teknik menghitung atau analisis data. Berikut adalah detail dari tahapan dari 

setiap komponen penelitian. 

3.1 Tahapan Penelitian 

 Langkah – langkah persiapan sebelum penelitian atau metode penelitian 

saat ini dipresentasikan melalui bentuk diagram alur. Tujuan dari persiapan diagram 

alur penelitian adalah untuk memudahkan penelitian agar dapat berjalan secara 

sistematis, teratur dan tetap terkontrol. Tahapan penelitian terkait Evaluasi SPBE 

menggunakan pedoman sesuai peraturan MENPANRB Nomor 59 Tahun 2020, 

yang dijelaskan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

3.1.1 Studi Literatur 

 Informasi dan pengetahuan terkait penelitian dikumpulkan melalui tahap 

studi literatur. Setelah menentukan konsep dari penelitian, kemudian mencari teori 

dasar maupun pendukung sebagai referensi. Kumpulan dari referensi atas rumusan 

masalah tersebut dikumpulkan menjadi data pustaka. Pengumpulan data pustaka 

menjadi kegiatan yang wajib ketika penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 

pengetahuan dasar teori, hipotesa penelitian, dan kerangka dalam berpikir 

(Kartiningrum, 2015). Pada tahapan ini dikumpulkan sejumlah literatur seperti 

jurnal, publikasi ilmiah, dan penelitian lain yang terkait dengan evaluasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik, pedoman evaluasi dari peraturan MENPANRB, 

serta model tingkat kematangan sebagai dasar teori untuk melakukan penelitian.  
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3.1.2  Persiapan Instrumen Evaluasi SPBE 

 Sebelum melakukan penelitian, perlu disiapkan instrumen evaluasi SPBE 

untuk pedoman kuesioner yang ditujukan agar mendapat informasi tentang 

penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Pada 

tahapan ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, karena 

menggunakan instrumen yang sudah ada pada pedoman dan instrumen berfokus 

pada satu konsep yaitu tentang evaluasi tingkat kematangan SPBE. Penyusunan 

instrumen evaluasi SPBE dilakukan sesuai pedoman evaluasi SPBE dari 

PERMENPANRB No. 59 tahun 2020 yang terdiri dari 4 Domain, 8 Aspek, dan 47 

Indikator dengan penjelasan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Instrumen Evaluasi SPBE 

Domain/ 

Aspek/ 

Indikator 

Nama Indikator Evaluasi SPBE 

Domain 1 Kebijakan Internal SPBE 

Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 

Indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE 

Instansi Pusat / Pemerintah Daerah 

Indikator 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana 

SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah 

Indikator 3 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data 

Indikator 4 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan 

Aplikasi SPBE 

Indikator 5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat 

Data 

Indikator 6 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian 

Jaringan Intra Instansi Pusat / Pemerintah Daerah 

Indikator 7 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan 

Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

Indikator 8 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen 

Keamanan Informasi 
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Indikator 9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK 

Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi 

SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

Domain 2 Tata Kelola SPBE 

Aspek 2 Perencanaan Strategis SPBE 

Indikator 11 Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat / 

Pemerintah Daerah 

Indikator 12 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / 

Pemerintah Daerah 

Indikator 13 Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE 

Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE 

Aspek 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Indikator 15 Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE 

Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data 

Indikator 17 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat / 

Pemerintah Daerah 

Indikator 18 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan 

Instansi Pusat / Pemerintah Daerah 

Aspek 4 Penyelenggara SPBE 

Indikator 19 Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat / 

Pemerintah Daerah 

Indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE 

Domain 3 Manajemen SPBE 

Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE 

Indikator 21 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE 

Indikator 22 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan 

Informasi 

Indikator 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data 

Indikator 24 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK 

Indikator 25 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Sumber Daya 

Manusia 
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Indikator 26 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan 

Indikator 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan 

Indikator 28 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE 

Aspek 6 Audit TIK 

Indikator 29 Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur SPBE 

Indikator 30 Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE 

Indikator 31 Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE 

Domain 4 Layanan SPBE 

Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Indikator 32 Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan 

Indikator 33 Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran 

Indikator 34 Tingkat Kematangan Layanan Keuangan 

Indikator 35 Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

Indikator 36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian  

Indikator 37 Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan 

Indikator 38 Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara 

Indikator 39 Tingkat Kematangan Layanan  Pengawasan Internal terkait 

Pemerintah 

Indikator 40 Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

Indikator 41 Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai 

Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik 

Indikator 42 Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 

Indikator 43 Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka 

Indikator 44 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (JDIH) 

Indikator 45 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 1 

Indikator 46 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 2 

Indikator 47 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 3 

(Sumber : (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik 

Indonesia, 2020) 
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3.1.3 Pelaksanaan Wawancara  

 Tahap pelaksanaan Wawancara merupakan awal dari dimulainya penelitian, 

dengan tujuan mengumpulkan data sesuai kebutuhan penelitian. Pada tahap 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan berupa kualitatif, karena dilakukan 

wawancara dengan masing – masing penanggung jawab indikator dan studi 

dokumen. 

1. Mengumpulkan Data Pendukung 

Sesuai metode pelaksanaan penelitian pada PERMENPANRB Nomor 59 Tahun 

2020, pengumpulan data untuk proses evaluasi tingkat kematangan SPBE 

dilakukan dengan metode : 

a. Penilaian wawancara yaitu penilaian yang dilakukan oleh Asesor Eksternal 

dengan memberikan pertanyaan atau kuesioner kepada Asesor Internal 

maupun Responden sebagai klarifikasi terhadap hasil penilaian yang 

dilakukan. 

b. Penilaian visitasi yaitu penilaian yang dilakukan pengamatan secara 

langsung oleh Asesor Eksternal dengan berkunjung ke unit kerja responden 

masing – masing indikator di lokasi Instansi Pusat maupun Pemerintah 

daerah untuk melakukan validasi setelah pelaksanaan penilaian wawancara  

Asesor eksternal akan memberikan nilai pada setiap indikator dan mengisi 

penjelasan sesuai hasil wawancara dengan Asesor Internal atau Responden. 

Kuesioner untuk observasi di lapangan telah disesuaikan dengan pedoman 

evaluasi SPBE dari PERMENPANRB dengan tujuan mengumpulkan informasi 

terkait pelaksanaan SPBE untuk dilakukan proses penilaian tingkat kematangan 

terhadap SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. 

2. Klarifikasi Tanya Jawab 

Tujuan dari klarifikasi tersebut adalah untuk memastikan informasi yang 

didapat setelah dilakukan wawancara untuk pengisian kuesioner proses evaluasi 

tingkat kematangan SPBE yang terdiri dari beberapa domain, aspek dan 

indikator. Beberapa catatan yang harus melalui klarifikasi untuk kejelasan data 

pendukung. 
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3.1.4 Pemetaan Proses Bisnis 

 Pemetaan proses bisnis yang berjalan pada SPBE ke dalam indikator 

pedoman evaluasi sejumlah 47 indikator untuk proses penilaian tingkat 

kematangan. Proses pemetaan dilakukan dengan mengidentifikasi masing – masing 

proses bisnis yang telah berjalan di Instansi serta diimplementasikan ke SPBE yang 

kemudian disesuaikan ke setiap indikator. Pemetaan dilakukan dengan tujuan untuk 

mengelompokkan proses bisnis sesuai dengan indikator pedoman proses evaluasi 

SPBE yang telah ditetapkan oleh MENPANRB No.59 Tahun 2020 untuk 

mendukung kegiatan penyebaran kuesioner dan wawancara setiap indikator. 

Sebagai asesor eksternal, penelitian berupa melakukan proses tanya jawab 

terhadap responden dengan mengunjungi unit kerja atau perangkat daerah 

responden untuk mengumpulkan data (penelitian vistasi). Pada penelitian evaluasi 

terhadap penerapan SPBE sesuai instrumen evaluasi terdapat 4 domain yang terdiri 

dari kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan 

SPBE, serta 8 aspek dan 47 indikator. 

3.1.5 Akumulasi Data 

 Setelah melakukan wawancara untuk pengisian pertanyaan pada setiap 

indikator dan mengumpulkan penjelasan serta data pendukung. Dilakukan 

penilaian terhadap tingkat kematangan pada setiap indikator dengan perhitungan 

penilaian bobot yang telah diatur pada PERMENPANRB Nomor 59 Tahun 2020. 

Penilaian dari tingkat kematangan pada tiap indikator dilakukan melalui hasil dari 

wawancara, bukti dukung serta penjelasan yang telah dikumpulkan. Kriteria tingkat 

kematangan terdiri dari skala 1 – 5, penilaian berdasarkan kapabilitas proses dan 

kapabilitas layanan.  

3.1.6 Hitung Nilai Indeks SPBE 

Setelah dilakukan penilaian pada setiap indikator dan bobot domain, bobot 

aspek kemudian hasil dari penilaian tersebut di analisis serta dilakukan finalisasi. 

Konsolidasi penilaian ditujukan untuk memperkuat hasil dari perhitungan nilai dari 

tiap indikator maupun bobot domain dan aspek. Perhitungan terhadap penilaian 

terdiri dari beberapa nilai yaitu sebagai berikut : 

a. Nilai indeks Aspek yang berupa representasi nilai untuk menunjukkan tingkat 

kematangan dari pelaksanaan SPBE dengan menilai pada aspek – aspek 
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tertentu. Nilai indeks aspek adalah nilai kumulatif yang dihasilkan dari 

perkalian antar nilai tingkat kematangan pada indikator dengan nilai bobot 

relatif pada indikator terhadap nilai bobot aspek. 

b. Nilai indeks Domain yang berupa representasi nilai untuk  menunjukkan tingkat 

kematangan dari pelaksanaan SPBE yang terdapat di domain-domain sesuai 

peraturan. Nilai indeks ini adalah nilai kumulatif yang dihasilkan dari perkalian 

antar nilai indeks pada aspek dengan bobot relatif aspek terhadap nilai bobot 

domain. 

c. Nilai indeks dari SPBE, berupa nilai untuk menunjukkan tingkat kematangan 

dari penerapan SPBE secara menyeluruh. Nilai indeks SPBE adalah nilai 

kumulatif yang dihasilkan dari perhitungan serta perkalian antar nilai indeks 

dari domain dengan bobot domain. 

Perhitungan ini meliputi penilaian bobot pada domain dan aspek diberikan 

sesuai hasil observasi pada proses bisnis yang telah dilakukan pemetaan terhadap 

masing – masing indikator SPBE. Penilaian bobot domain dan aspek pada pedoman 

evaluasi SPBE Tahun 2020 mengalami sedikit perubahan dari pedoman evaluasi 

SPBE Tahun 2018. Pada tahapan ini menggunakan pendekatan dengan metode 

kuantitatif karena dilakukan perhitungan setelah data semuanya terkumpul serta 

data yang dihasilkan berupa angka. Penjelasan masing – masing perhitungan nilai 

bobot pada domain dan aspek terdapat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Penilaian Bobot Domain dan Aspek  

 Domain dan Aspek Penilaian 

Jumlah 

Indikator 

(47) 

Bobot 

(100%) 

Domain 1 – Kebijakan Internal Terkait 

SPBE 
10 13% 

Aspek 1 – Kebijakan Internal terkait Tata 

Kelola SPBE 
 13% 

Domain 2 – Tata Kelola SPBE 10 25% 

Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE  10% 

Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi  5% 
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Aspek 4 – Penyelenggara SPBE  5% 

Domain 3 – Manajemen SPBE 11 16,5% 

Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE  12% 

Aspek 6 – Audit TIK  4,5% 

Domain 4 – Layanan SPBE 16 45,5% 

Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 
 27,5% 

Aspek 8 – Layanan Pengaduan Pelayanan 

Publik 
 18% 

(Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik 

Indonesia, 2020) 

Penilaian pada predikat indeks kematangan SPBE adalah representasi dari 

nilai tingkat kematangan terhadap penerapan SPBE. Perhitungan nilai indeks 

kematangan SPBE didapat melalui perhitungan nilai indeks Domain dengan bobot 

Domain dari masing-masing penilaian pada setiap indikator serta bobot domain dan 

aspek. Terdapat beberapa nilai untuk pengelompokan dari tingkat predikat yang 

menggambarkan tingkat kematangan SPBE dijelaskan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Predikat Indeks Kematangan SPBE 

Nilai Indeks Kematangan Predikat 

4.2 – 5.0 Memuaskan 

3.5 - < 4.2 Sangat Baik 

2.6 - < 3.5 Baik 

1.6 - <2.6 Rata – rata / Cukup 

< 1.8 Kurang 

(Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik 

Indonesia, 2020) 

3.1.7 Penyusunan Rekomendasi  

Setelah mendapatkan nilai predikat indeks tingkat kematangan SPBE 

berserta keterangan predikat, akan diketahui kondisi dari implementasi SPBE yang 

tengah berjalan saat ini. Penyusunan rekomendasi disusun berdasarkan dari hasil 

nilai tingkat kematangan yang dihasilkan pada pertanyaan yang terdapat di setiap 

indikator. Daftar rekomendasi berdasarkan penilaian tingkat pertanyaan pada tiap 
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indikator terdapat di pedoman evaluasi SPBE. Tahap akhir dalam proses evaluasi 

ini yaitu dengan pembuatan rekomendasi dan saran terhadap penilaian tingkat 

kematangan implementasi SPBE dan membuat laporan hasil evaluasi SPBE. 

3.2 Metode Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi tingkat kematangan dari 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada suatu Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah. Penggunaan metode penelitian yaitu penelitian kualitatif 

berdasarkan studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian untuk 

mengeksplor lebih dalam terhadap fokus penelitian. Penelitian diakukan melalui 

wawancara, observasi maupun secara tidak langsung dengan mempelajari dokumen 

(Dawson, 2015).  Penelitian yang melibatkan pertanyaan serta analisis data yang 

dibangun secara induktif dan pelaku penelitian membuat interpretasi makna dari 

data yang didapat. Pertanyaan pada penelitian kualitatif berfokus pada tujuan 

spesifikasi penelitian atau pertanyaan sentral (Cresswell, 2009). Hasil dari 

penelitian merupakan data subjektif yang harus dilakukan analisis, dan 

dideskripsikan untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat. Mencegah 

kesubjektifan data yang diperoleh, maka dilakukan triangulasi data atau 

mengkonfirmasi kebenaran data dari sumber yang lain. 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian terhadap evaluasi SPBE dilakukan di Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Surabaya, yang bertempat di Jalan Jimerto Nomor 25-27, 

Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab yang menampilkan data serta penjelasan yang didapat atau hasil dari 

penelitian terkait permasalahan yang dijelaskan di Bab I. Hasil penelitian diperoleh 

dengan melakukan wawancara secara langsung di lapangan dengan informan atau 

pihak yang dituju. Penelitian ini berfokus pada pengukuran tingkat kematangan dari 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dijalankan oleh Pemerintah 

Kota Surabaya. 

4.1 Instrumen Evaluasi SPBE 

 Instrumen evaluasi yang menjadi penunjang utama dalam penelitian 

evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Berdasarkan pedoman evaluasi oleh Kementerian PANRB bahwa kuesioner terdiri 

dari 47 indikator, 8 aspek dan 4 domain yang masing – masing memiliki pertanyaan 

terkait tingkat kematangan sistem, kebijakan maupun layanan yang sedang 

diterapkan. Instrumen evaluasi SPBE yang dimaksud berupa kuesioner seperti 

contoh pada Gambar 4.1 di bawah. 

 

Gambar 4.1 Kuesioner Penilaian Tingkat Kematangan 
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4.2 Wawancara  

Pengisian kuesioner dilakukan dengan wawancara tanya jawab kepada 

penanggung jawab pelaksanaan evaluasi SPBE yaitu Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Surabaya. Narasumber untuk pengisian kuesioner merupakan 

salah satu staf dari bidang Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis 

Elektronik (eGov) yaitu dengan Saudari Mona Syahmi S.Kom. Penilaian 

disesuaikan skala tingkat kriteria yang tersedia pada instrumen dengan penerapan 

SPBE yang sedang berlangsung.  

Pertanyaan terkait data dukung sebagai bukti terhadap jalannya indikator 

tersebut di Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Pemerintah Daerah. 

Pelaksanaan wawancara dilakukan beberapa kali sampai informasi yang 

dibutuhkan terpenuhi, dan bukti wawancara terdapat pada Gambar 4.2 berikut. 

 

Gambar 4.2 Wawancara Pengisian Kuesioner Evaluasi SPBE 

4.3 Pemetaan Proses Bisnis 

 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki 47 indikator 

untuk dilakukan evaluasi tingkat kematangannya. Setiap indikator tersebut 

memiliki kegiatan proses bisnis yang mendukung tercapainya tujuan dari indikator. 

Penjelasan dari kegiatan pada penerapan SPBE disesuaikan pada masing – masing 

indikator. Penjelasan dari pemetaan proses bisnis pada tiap indikator evaluasi 

tingkat kematangan SPBE sebagai berikut. 
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4.3.1 Pemetaan pada Domain 1 

 Domain dengan indikator terkait beberapa kebijakan internal terhadap 

penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Beberapa kebijakan yang 

sebelumnya telah diatur pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 

2020 terkait penyelenggaraan SPBE.  Penilaian tingkat kematangan pada 

kapabilitas proses ini dapat diukur melalui tingkatan seperti rintisan (kebijakan 

yang belum memiliki dokumen resmi dan dilaksanakan tidak secara terencana), 

terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan yang terakhir optimum. Pemetaan 

proses bisnis dikelompokkan berdasarkan domain SPBE, terdapat 4 domain yang 

memiliki aspek dan indikator berbeda sesuai lingku domain tersebut. Penjelasan 

pada Tabel 4.1 merupakan masing-masing proses bisnis dari domain 1 yang telah 

dijalankan oleh pemerintah daerah.  

Tabel 4.1 Proses Bisnis pada Aspek 1 SPBE 

Aspek  Indikator Proses Bisnis 

1 

Indikator 1 

Kebijakan Internal terkait 

Arsitektur SPBE 

Melaksanakan kebijakan terkait 

Arsitektur SPBE sesuai pada 

Peraturan Walikota  Surabaya 

Indikator 2 

Kebijakan Internal terkait Peta 

Rencana SPBE 

Melaksanakan kebijakan terkait 

Peta Rencana SPBE sesuai pada 

Peraturan Walikota Surabaya  

Indikator 3 

Kebijakan Internal terkait 

Manajemen Data 

Menjalankan kebijakan tentang 

Manajemen Data dan sudah 

dilakukan perubahan setelah 

melalui evaluasi  

Indikator 4 

Kebijakan Internal terkait 

Pembangunan Aplikasi SPBE 

Menjalankan kebijakan terkait 

pembangunan, dan dilakukan 

perubahan setelah melalui 

evaluasi 

Indikator 5 

Kebijakan Internal terkait 

Layanan Pusat Data 

Menjalankan kebijakan 

penggunaan dari layanan pusat 
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data sesuai peraturan pada seluruh 

unit kerja di Pemerintah Kota 

Indikator 6 

Kebijakan Internal terkait 

Layangan Jaringan Intra 

Menjalankan kebijakan untuk 

penggunaan layanan jaringan intra 

sesuai peraturan yang dibuat pada 

seluruh perangkat daerah di 

Pemerintah Kota 

Indikator 7 

Kebijakan Internal terkait Sistem 

Penghubung Layanan Pemerintah 

Daerah (SPLPD) 

Menjalankan kebijakan 

penggunaan dari sistem 

penghubung layanan sesuai 

peraturan yang dibuat pada 

seluruh perangkat daerah di 

Pemerintah Kota 

Indikator 8 

Kebijakan Internal terkait 

Manajemen Keamanan Informasi 

Menjalankan kebijakan 

berdasarkan cakupan manajemen 

keamanan informasi pada 

Peraturan Presiden  No.95 pada 

seluruh perangkat daerah di 

Pemerintah Kota 

Indikator 9 

Kebijakan Internal terkait Audit 

TIK 

Menjalankan kebijakan yang 

mengatur seluruh cakupan dari 

pelaksanaan Audit TIK SPBE 

dengan peraturan terbaru sesuai 

PERMENPAN No. 59 

Indikator 10 

Kebijakan Internal terkait Tim 

Koordinasi SPBE 

 

Menerapkan kebijakan dalam 

pembentukan serta pembagian 

tugas pada Tim Koordinasi SPBE 

di seluruh unit kerja Pemerintah 

Kota 
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4.3.2 Pemetaan pada Domain 2 

 Domain terkait tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang 

memiliki 3 aspek berupa perencanaan strategis, teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK), serta penyelenggara SPBE. Pada domain ini terdiri dari proses 

bisnis berbeda sesuai dengan yang diterapkan dalam unit kerja pemerintah daerah.  

Tabel 4.2 Proses Bisnis pada Aspek 2 SPBE 

Aspek Indikator Proses Bisnis 

2 

Indikator 11 

Perencanaan Strategis SPBE 

terkait Arsitektur SPBE 

Dokumen Arsitektur SPBE telah 

tersedia dengan jangka waktu 

(2018 – 2022), tetapi cakupan 

referensi dan domain arsitektur 

belum lengkap sesuai Peraturan 

Presiden No. 95 Tahun 2020. 

Indikator 12 

Perencanaan Strategis SPBE 

terkait Peta Rencana SPBE 

Terdapat dokumen terkait Peta 

Rencana SPBE dalam periode 

(2018-2022) dengan cakupan yang 

belum lengkap terhadap muatan 

Peta Rencana sesuai Peraturan 

Presiden  No. 95 Tahun 2020. 

Indikator 13 

Perencanaan Strategis terkait 

Keterpaduan Rencana dan 

Anggaran SPBE 

Perencanaan serta anggaran SPBE 

sudah tertuang didalam Rencana 

Kerja dan Anggaran Tahunan.  

Indikator 14  

Perencanaan Strategis terkait 

Inovasi Proses Bisnis 

 

Menerapkan proses bisnis yang 

sesuai standar acuan arsitektur 

SPBE ke dalam sistem elektronik 

atau aplikasi. 
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Tabel 4.3 Proses Bisnis pada Aspek 3 SPBE 

Aspek Indikator Proses Bisnis 

3 Indikator 15 

Keterpaduan Pembangunan 

Aplikasi SPBE 

Pembangunan Aplikasi SPBE 

sudah direncanakan sesuai siklus 

pembangunan aplikasi dan telah 

dikonsultasikan ke masing – 

masing unit kerja di Pemerintah 

Kota. 

Indikator 16 

Tingkat Kematangan Layanan 

Pusat Data 

 

Telah beroperasi di seluruh unit 

kerja Pemerintah Kota dan 

memiliki Standar Operasional 

Prosedur (SOP). 

Indikator 17 

Penggunaan Layanan Jaringan 

Intra 

Penerapan layanan jaringan intra 

di seluruh unit kerja Pemerintah 

Kota. 

Indikator 18 

Penggunaan Sistem Penghubung 

Layanan 

 

Penerapan Sistem Penghubung 

Layanan Pemerintah Daerah 

(SPLPD) sudah ada tetapi belum 

secara menyeluruh ke masing – 

masing unit kerja. 

 

Tabel 4.4 Proses Bisnis pada Aspek 4 SPBE 

Aspek Indikator Proses Bisnis 

4 

Indikator 19 

Pelaksaan tugas dan program 

kerja Tim Koordinasi SPBE 

Sudah terbentuk Tim Koordinasi 

SPBE.  

Penetapan dan pelaksanaan 

program kerja sesuai jobdesc. 

(Melaksanakan Evaluasi Mandiri 

SPBE, Evaluasi Tanggung Jawab). 

Indikator 20 

Penerapan SPBE secara 

kolaboratif 

Melakukan kolaborasi  dengan 

beberapa unit kerja lainnya untuk 

peningkatan layanan SPBE. 
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4.3.3 Pemetaan pada Domain 3 

 Manajemen SPBE merupakan suatu rangkaian proses capaian terhadap 

penerapan SPBE supaya menjadi efisien, efektif dan secara berkelanjutan dan 

memiliki layanan yang berkualitas. Domain ketiga dari SPBE yang terdiri dari 

aspek penerapan manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK. Berikut proses 

bisnis pada domain 3 yang telah dijalankan selama penerapan SPBE lingkup 

Pemerintah Kota Surabaya. 

Tabel 4.5 Proses Bisnis pada Aspek 5 SPBE 

Aspek Indikator Proses Bisnis 

5 

Indikator 21 

Penerapan Manajemen Risiko 

SPBE 

Kegiatan manajemen risiko SPBE 

belum diterapkan, masih dalam 

proses penyusunan rencana. 

Indikator 22 

Penerapan Manajemen Keamanan 

Informasi 

Tahap penyusunan pembangunan 

manajemen keamanan informasi, 

hanya tersedia untuk ruang 

lingkup pusat data. 

Indikator 23 

Penerapan Manajemen Data 

Belum diterapkan karena masih 

tahap penyusunan dokumen 

rencana terkait pelaksanaan 

program manajemen data. 

Indikator 24 

Penerapan Manajemen Aset TIK 

Penerapan manajemen aset TIK 

telah dilaksanakan di seluruh unit 

kerja Pemerintah Kota, tetapi 

belum dikonsultasikan kepada 

pengelola aset TIK. 

Indikator 25 

Penerapan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia bidang SPBE 

Kompetensi sumber daya manusia 

sudah terpenuhi dan terdapat data 

untuk masing – masing 

kompetensi. 

Indikator 26 Penyusunan petunjuk teknis serta 

pelaksanaan manajemen 
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Penerapan Manajemen 

Pengetahuan 

pengetahuan belum terencana dan 

belum sesuai pedoman dari 

Instansi Pusat. 

Indikator 27 

Penerapan Manajemen Perubahan 

Menyusun rencana serta petunjuk 

teknik terkait pelaksanaan 

manajemen perubahan 

Indikator 28 

Penerapan Manajemen Layanan 

SPBE 

Pelaksanaan layanan pengguna 

serta pengoperasian layanan SPBE 

secara terencana dan menyeluruh 

sesuai petunjuk teknis. 

Tabel 4.6 Proses Bisnis pada Aspek 6 SPBE 

Aspek Indikator Proses Bisnis 

6 

Indikator 29 

Pelaksanaan Audit Infrastruktur 

SPBE 

Penyusunan rencana terkait 

kegiatan infrastruktur SPBE, 

sehingga audit belum terlaksana. 

Indikator 30 

Pelaksanaan Audit Aplikasi 

SPBE 

Melakukan penyusunan rencana 

untuk kegiatan audit aplikasi 

SPBE. 

Dilakukan Audit Keamanan 

Informasi Internal. 

Indikator 31 

Pelaksanaan Audit Keamanan 

SPBE 

Menyusun dokumen terkait 

rencana untuk kegiatan audit 

keamanan SPBE. 

 

4.3.4 Pemetaan pada Domain 4 

 Domain dari panduan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 

terkait layanan yang tersedia dari pemerintahan untuk kebutuhan internal antar unit 

kerja atau perangkat daerah maupun publik. Domain Layanan SPBE merupakan 

penilaian untuk tingkat kematangan dari kapabilitas layanan yang terdiri dari Aspek 

Layanan Administrasi Pemerintah dan Aspek Layanan Publik. Pengukuran pada 

masing-masing Indikator memiliki tingkatan mulai dari tingkat informasi, interaksi 

dua arah, transaksi, kolaborasi dengan layanan berbasis elektronik lain, dan 
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optimum. Berikut adalah proses bisnis yang terdapat pada beberapa indikator pada 

domain 4 seperti pada Tabel 4.7 di bawah. 

Tabel 4.7 Proses Bisnis pada Aspek 7 SPBE 

Aspek Indikator Proses Bisnis 

7 

Indikator 32 

Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan 

Berbasis Elektronik 

Penerapan layanan 

sudah mencapai tingkat 

optimum, dilakukan 

pembaruan/perbaikan  

sesuai hasil evaluasi dan 

kebutuhan instansi, 

peraturan undang-

undang . 

Telah terintegrasi 

dengan layanan e-

budgeting dan layanan 

administrasi lainnya. 

Indikator 33 

Tingkat Kematangan Layanan Anggaran 

Berbasis Elektronik 

Layanan untuk 

penyusunan anggaran 

kegiatan Pemerintah 

Dilakukan integrasi 

dengan layanan e-

planning dan dilakukan 

perubahan sesuai hasil 

evaluasi. 

Indikator 34 

Tingkat Kematangan Layanan Keuangan 

Berbasis Elektronik 

Melakukan layanan 

keuangan sampai tahap 

kolaborasi dengan 

beberapa layanan 

elektronik dan dilakukan 

perbaikan sesuai hasil 

evaluasi. 
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Indikator 35 

Tingkat Kematangan Layanan Barang dan 

Jasa Berbasis Elektronik 

Layanan telah 

terintegrasi dengan e-

delivery dan e-payment, 

dan melakukan 

perbaikan sesuai hasil 

evaluasi.  

Indikator 36 

Tingkat Kematangan Layanan 

Kepegawaian Berbasis Elektronik 

Pelayanan kepegawaian 

terintegrasi dengan 

layanan ePerformance 

atau layanan kinerja 

Pegawai, serta 

mengadakan perbaikan 

layanan sesuai hasil 

evaluasi. 

Indikator 37 

Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan 

Dinamis Berbasis Elektronik 

Pelayanan kearsipan 

dinamis telah mencapai 

pada tahap kolaborasi 

dengan e-Surat dan 

menghasilkan perubahan 

sesuai hasil evaluasi dan 

kebutuhan. 

Indikator 38 

Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah Berbasis 

Elektronik 

Telah terintegrasi 

dengan layanan berbasis 

elektronik lainnya dan 

dilakukan perubahan 

sesuai hasil evaluasi, 

kebutuhan instansi 

maupun perubahan dari 

undang-undang.  

Indikator 39 

Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan 

Internal Pemerintah Berbasis Elektronik 

Pelayanan mengadakan 

kolaborasi dengan 

layanan pemerintah 
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berbasis elektronik 

lainnya dan melakukan 

perubahan sesuai hasil 

evaluasi serta kebutuhan 

instansi. 

 

Indikator 40 

Tingkat Kematangan Layanan 

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis 

Elektronik 

Sistem elektronik telah 

terintegrasi dengan 

layanan unit kerja 

berbasis elektronik 

lainnya untuk 

pemantauan kinerja 

pegawai dan dilakukan 

perbaikan berdasarkan 

evaluasi setiap tahun. 

 

Indikator 41 

Tingkat Kematangan Layanan Kinerja 

Pegawai Berbasis Elektronik 

Sistem elektronik atau 

aplikasi sudah 

terintegrasi dengan 

layanan Sistem 

Informasi dan 

Pencatatan 

Kepegawaian. 

Tabel 4.8 Proses Bisnis pada Aspek 8 SPBE 

Aspek Indikator Proses Bisnis 

8 

Indikator 42 

Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan 

Pelayanan Publik Berbasis Elektronik  

Penerimaan pengaduan 

berbasis web dan 

aplikasi yang telah 

terintegrasi untuk 

evaluasi pelayanan 

publik. 

Indikator 43 Pelayanan informasi dan 

dokumentasi publik kota 
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Tingkat Kematangan Layanan Data 

Terbuka 

dapat melakukan 

penukaran data, validasi, 

analisis data serta 

langkah mekanisme 

persetujuan (tahap 

transaksi).  

Indikator 44 

Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum (JDIH)  

Memberi layanan terkait 

informasi hukum, 

jaringan dokumentasi 

serta melakukan 

kolaborasi dengan 

terintegrasi ke layanan 

instansi pusat. 

Indikator 45 

Tingkat Kematangan Layanan Publik 

Sektor 1 (Sektor Kesehatan) 

Tersedia aplikasi yang 

dapat diakses oleh 

masyarakat terkait sektor 

kesehatan yang 

berfungsi untuk 

pendaftaran pasien ke 

puskesmas dan beberapa 

rumah sakit umum 

rujukan.  

Melakukan kolaborasi 

dengan layanan 

elektronik lain serta 

perbaikan sesuai hasil 

evaluasi dan kebutuhan. 

Indikator 46 

Tingkat Kematangan Layanan Publik 

Sektor 2 (Sektor Pendidikan) 

Tersedia aplikasi yang 

dapat diakses oleh 

masyarakat untuk 

pendaftaran siswa SD, 

SMP, dan SMA Negeri. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47 
 

Telah terintegrasi 

dengan layanan pusat 

dan perbaikan sesuai 

hasil evaluasi dan 

kebutuhan. 

Indikator 47 

Tingkat Kematangan Layanan Publik 

Sektor 3 (Sektor Pelayanan Terpadu Satu 

Atap) 

Menyediakan aplikasi 

yang dapat diakses oleh 

masyarakat terkait sektor 

Pelayanan Terpadu Satu 

Atap untuk mengurus 

perijinan. 

Melakukan kolaborasi  

dengan layanan 

elektronik lainnya serta 

perbaikan sesuai hasil 

evaluasi dan kebutuhan. 

 

4.4 Akumulasi Data 

 Pemberian nilai atau tingkatan dari tiap indikator sesuai dengan penjelasan 

kriteria yang ditanyakan saat melakukan wawancara. Pemilihan tingkat kriteria 

harus disesuaikan dengan kondisi SPBE yang diterapkan saat ini. Penilaian 

didukung oleh penjelasan dan data dukung untuk memperkuat pemilihan tingkat 

kriteria. Struktur penilaian tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik memiliki nilai atau bobot pada setiap domain, aspek maupun indikator. 

Nilai tersebut diberikan sesuai tingkat dari keutamaan serta kepentingan perannya 

dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penilaian ini 

berdasarkan pedoman evaluasi tingkat kematangan dari Peraturan MENPAN 

Nomor 59 Tahun 2020, yang berikut penjelasan nilai pada tabel di bawah.  

4.4.1 Penilaian Tingkat Kematangan 

 Kumpulan data hasil wawancara tanya jawab kepada informan serta 

pengisian kuesioner terkait evaluasi tingkat kematangan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik menurut PERMENPANRB No.59 Tahun 2020. Data berupa 
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nilai angka tingkat kematangan yang diberikan pada setiap indikator sesuai dengan 

kondisi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berjalan saat ini. Data 

dukung pada masing-masing indikator sebagai bukti bahwa setiap indikator 

tersebut berjalan sesuai pedoman atau arahan peraturan maupun kebutuhan.  

Tabel 4.9 Kumpulan Nilai Tingkat Kematangan dan Data Dukung 

No. Indikator T.K Data Dukung 

1 Kebijakan Internal 

terkait Arsitektur 

SPBE 

5 

Peraturan Walikota No. 68 Tahun 

2020  

(Bab IV Bagian Kedua Pasal 6) 

2 Kebijakan Internal 

terkait Peta Rencana 

SPBE 

5 

Peraturan Walikota No. 68 Tahun 

2020  

(Bab IV Bagian Ketiga Pasal 7) 

3 Kebijakan Internal 

terkait Manajemen 

Data 

5 

Peraturan Walikota No. 68 Tahun 

2020  

(Bab V Bagian Keempat  Pasal 34) 

4 Kebijakan Internal 

terkait Pembangunan 

Aplikasi SPBE 
5 

Peraturan Walikota No. 68 Tahun 

2020  

(Bab IV Bagian Kedelapan Pasal 23) 

5 Kebijakan Internal 

terkait Layanan Pusat 

Data 
5 

Peraturan Walikota No. 68 Tahun 

2020  

(Bab IV Bagian Ketujuh Paragraf 2 

Pasal 14) 

6 Kebijakan Internal 

terkait Layangan 

Jaringan Intra 
5 

Peraturan Walikota No. 68 Tahun 

2020  

(Bab IV Bagian Ketujuh Paragraf 13 

Pasal 18) 

7 Kebijakan Internal 

terkait Sistem 

Penghubung Layanan 

Pemerintah Daerah 

(SPLPD) 

5 

Peraturan Walikota No. 68 Tahun 

2020  

(Bab IV Bagian Ketujuh Paragraf 4 

Pasal 22) 

8 Kebijakan Internal 

terkait Manajemen 

Keamanan Informasi 
5 

Peraturan Walikota No. 68 Tahun 

2020  

(Bab V Bagian Ketiga Pasal 33) 

9 Kebijakan Internal 

terkait Audit TIK 
5 

Peraturan Walikota No. 68 Tahun 

2020  

(Bab VI Audit Teknologi Informasi & 

Komunikasi) 
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10 Kebijakan Internal 

terkait Tim Koordinasi 

SPBE 

5 

Peraturan Walikota No. 68 Tahun 

2020  

(Bab VII Bagian Kesatu Pasal 44) 

11 Perencanaan Strategis 

SPBE terkait 

Arsitektur SPBE 

2 
Dokumen Arsitektur SPBE Tahun 

2018-2022 

12 Perencanaan Strategis 

SPBE terkait Peta 

Rencana SPBE 

2 

Dokumen Arsitektur SPBE Tahun 

2018-2022 (Bagian 8 Prioritisasi dan 

Peta Pandu) 

13 Perencanaan Strategis 

terkait Keterpaduan 

Rencana dan Anggaran 

SPBE 2 

Nota Keuangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

2021 

Dokumen Arsitektur SPBE Tahun 

2018-2022  

(Bagian VII. Kisaran Anggaran Paket 

Kegiatan) 

14 Perencanaan Strategis 

terkait Inovasi Proses 

Bisnis 

 

5 

Dokumen Arsitektur SPBE Tahun 

2018-2022  

(Bagian III. Arsitektur Proses Bisnis, 

Informasi, dan Potensi Aplikasi) 

15 Keterpaduan 

Pembangunan Aplikasi 

SPBE 

3 

Peraturan Walikota No. 68 Tahun 

2020 (Bagian Ke-8) 

Petunjuk Teknis Pembangunan & 

Pemeliharaan Aplikasi 

Dokumen sesuai SDLC : 

- Dokumen Perencanaan  

- Software Requirement System  

- Software Design Document 

- Dokumen Pengujian 

- User Guide 

- Sosialisasi 

- Dokumen Pemeliharaan 

16 Tingkat Kematangan 

Layanan Pusat Data 

 3 

- Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Layanan Pusat Data 

- Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Pengunjung / Akses Masuk 

Pusat Data 

17 Penggunaan Layanan 

Jaringan Intra 

 
3 

Diagram Peta Jaringan Intra 

Perangkat Daerah (LAN) 
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18 Penggunaan Sistem 

Penghubung Layanan 

 

2 

- Aplikasi GRMS (Government 

Resource Management System) 

e-Budgeting, e-Project Planning, 

e-Pr ocurement, e-Delivery, e-

Controlling, e-Performance. 

- Surabaya Single Window 

- Daftar Sistem Penghubung 

Layanan (Sebagian sudah 

diterapkan) 

19 Pelaksaan tugas dan 

program kerja Tim 

Koordinasi SPBE 
5 

Surat Keputusan Walikota Surabaya 

terkait Tim Koordinasi SPBE 

Pemerintah Kota Surabaya. 

20 Penerapan SPBE 

secara kolaboratif 

3 

- Mengadakan rapat atau Forum 

Group Discussion (FGD) antar 

Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) serta pemangku 

kepentingan yang kemudian 

menghasilkan proses integrasi, 

pembuatan maupun 

pengembangan Aplikasi. 

- Kolaborasi dengan organisasi 

eksternal (kampus) untuk 

pembuatan Aplikasi dan 

optimalisasi layanan SPBE. 

21 Penerapan Manajemen 

Risiko SPBE 

1 

- Manajemen Risiko Layanan 

Pusat Data 

- Manajemen Risiko Layanan 

Pengetahuan 

- Manajemen Risiko Layanan 

Proses Petunjuk Teknis 

22 Penerapan Manajemen 

Keamanan Informasi 
1 

Manajemen Keamanan Informasi 

Layanan Pusat Data 

23 Penerapan Manajemen 

Data 
1 - 

24 Penerapan Manajemen 

Aset TIK 
3 

- Dokumen Perencanaan Aset TIK 

- Dokumen Pengadaan Aset TIK 

- Dokumen Penggunaan Aset TIK 

- Dokumen Penghapusan Aset TIK 
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25 Penerapan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia 

bidang SPBE 

5 

- Dokumen Arsitektur Tahun 2018-

2022 (Bagian VI. Sumber Daya 

Manusia & Kompetensi TI) 

- Dokumen Perencanaan SDM 

(Analisis Kebutuhan SDM) 

- Dokumen Evaluasi 

- Dokumen Pembaruan Perencanaan 

26 Penerapan Manajemen 

Pengetahuan 
1 - 

27 Penerapan Manajemen 

Perubahan 
1 - 

28 Penerapan Manajemen 

Layanan SPBE 
3 

Seksi Layanan : 

- Service desk 

- Open ticket 

- Close ticket 

29 Pelaksanaan Audit 

Infrastruktur SPBE 
1 - 

30 Pelaksanaan Audit 

Aplikasi SPBE 
1 - 

31 Pelaksanaan Audit 

Keamanan SPBE 
1 - 

32 Tingkat Kematangan 

Layanan Perencanaan 

Berbasis Elektronik 

5 

ePlanning/Single Sign On (Sistem 

Aplikasi pendukung penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan) 

Dikelola oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Kota Surabaya 

E-Devplan (Sistem Aplikasi 

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah) 

https://eplanning.surabaya.go.id   

https://devplan.surabaya.go.id  

Terintegrasi dengan e-budgeting 

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

33 Tingkat Kematangan 

Layanan Anggaran 

Berbasis Elektronik 
5 

e-Budgeting (Sistem penyusunan 

anggaran) yang dikelola oleh Unit 

Kerja Administrasi Pembangunan. 

https://ebudgeting.surabaya.go.id  

 

Terintegrasi dengan ePlanning 

https://eplanning.surabaya.go.id/
https://devplan.surabaya.go.id/
https://ebudgeting.surabaya.go.id/
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Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

34 Tingkat Kematangan 

Layanan Keuangan 

Berbasis Elektronik 

5 

Sistem Informasi Penatausahaan 

Keuangan (SIPK) yang dikelola oleh 

Dinas Pendapatan dan Pengelola 

Keuangan (DPPK). Aplikasi yang 

digunakan sebagai pengelola atau 

penata alur keuangan setiap SKPD 

serta instansi terkait Kota Surabaya. 

https://epayment.surabaya.go.id  

 

Terintegrasi dengan layanan 

eDelivery 

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

35 Tingkat Kematangan 

Layanan Pengadaan 

Barang dan Jasa 

Berbasis Elektronik 5 

 e-Procurement (Layanan Pengadaan 

Barang / Jasa Secara Elektronik) 

Dikelola oleh LPSE Pemerintah Kota 

Surabaya 

https://lpse.surabaya.go.id  

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

36 Tingkat Kematangan 

Layanan Kepegawaian 

Berbasis Elektronik 
5 

eSDM (Sistem Informasi dan 

Pencatatan Kepegawaian) 

https://sdm.surabaya.go.id  

 

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

37 Tingkat Kematangan 

Layanan Kearsipan 

Dinamis Berbasis 

Elektronik 

5 

Layanan kearsipan yang dikelola oleh 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

yaitu layanan untuk pengarsipan surat 

– surat dari Organisasi Perangkat 

Daerah maupun instansi lingkup Kota 

Surabaya. Layanan dispusip/manager 

telah terintegrasi dengan sistem e-

Surat. 

https://dispusip.surabaya.go.id  

 

Terintegrasi dengan layanan e-Surat 

https://epayment.surabaya.go.id/
https://lpse.surabaya.go.id/
https://sdm.surabaya.go.id/
https://dispusip.surabaya.go.id/
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Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

38 Tingkat Kematangan 

Layanan Pengelolaan 

Barang Milik 

Negara/Daerah 

Berbasis Elektronik 

5 

Peraturan Daerah Kota  Surabaya No. 

1 Tahun 2020 

Website Sistem Manajemen Barang 

Daerah yang dikelola oleh Bagian 

Layanan Pengadaan dan Pengelolaan 

Aset, sebagai pengelola terkait barang 

miliki daerah yang berada di lingkup 

Kota Surabaya. 

https://simbada.surabaya.go.id  

 

Layanan ini terintegrasi dengan 

SIPK/ePayment. 

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

39 Tingkat Kematangan 

Layanan Pengawasan 

Internal Pemerintah 

Berbasis Elektronik 

5 

Sistem atau aplikasi Whistleblowing 

System merupakan tempat pengaduan 

atau pelaporan terkait pelanggaran 

yang terjadi di lingkup internal 

pemerintah.  

https://wbs.surabaya.go.id  

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut untuk perbaikan 

sistem. 

40 Tingkat Kematangan 

Layanan Akuntabilitas 

Kinerja Organisasi 

Berbasis Elektronik 

5 

e-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah) 

Sistem untuk kumpulan dari 

penetapan, penukuran, pengumpulan 

data, klasifikasi, ikhtisar serta laporan 

kinerja kepada instansi untuk 

tanggung jawab serta meningkatkan 

kinerja. 

https://organisasi.surabaya.go.id/sakip 

 

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

41 Tingkat Kematangan 

Layanan Kinerja 5 

e-Performance (Sistem Informasi 

Manajemen Kinerja PNS) yang 

https://simbada.surabaya.go.id/
https://wbs.surabaya.go.id/
https://organisasi.surabaya.go.id/sakip
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Pegawai Berbasis 

Elektronik 

dikelola oleh Unit Kerja Administrasi 

Pembangunan. 

https://eperformance.surabaya.go.id   

 

Layanan Terintegrasi dengan Sistem 

Informasi dan Pencatatan 

Kepegawaian. 

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

42 Tingkat Kematangan 

Layanan Pengaduan 

Pelayanan Publik 

Berbasis Elektronik  

5 

Website Media Center atau aplikasi 

WargaKu 

Pengaduan berbasis web dapat 

diakses pada alamat 

https://mediacenter.surabaya.go.id  

Aplikasi berbasis android untuk 

pelayanan publik masyarakat Kota 

Surabaya sekaligus menampung 

pengaduan terkait pelayanan publik. 

Dapat diunduh di playstore dengan 

nama : WargaKu 

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

43 Tingkat Kematangan 

Layanan Data Terbuka 
3 

Aplikasi PPID  

https://ppid.surabaya.go.id  

(Layanan Informasi dan Dokumentasi 

Publik PPID Kota Surabaya) 

44 Tingkat Kematangan 

Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum 

(JDIH)  
5 

Website JDIH Kota Surabaya  

https://jdih.surabaya.go.id  

(Jaringan Dokumentasi Instansi 

Hukum) 

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

45 Tingkat Kematangan 

Layanan Publik Sektor 

1 (Sektor Kesehatan) 

5 

Aplikasi atau website Sektor 

Kesehatan  untuk layanan 

Pendaftaran Online Puskesmas dan 

RSUD (e-Health) 

https://ehealth.surabaya.go.id  

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

https://eperformance.surabaya.go.id/
https://mediacenter.surabaya.go.id/
https://ppid.surabaya.go.id/
https://jdih.surabaya.go.id/
https://ehealth.surabaya.go.id/
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46 Tingkat Kematangan 

Layanan Publik Sektor 

2 (Sektor Pendidikan) 

5 

Aplikasi atau website Sektor 

Pendidikan untuk layanan 

pendaftaran calon siswa ke Sekolah 

Negeri wilayah Kota Surabaya 

(PPDB) 

https://ppdb.surabaya.go.id  

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

47 Tingkat Kematangan 

Layanan Publik Sektor 

3 (Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Atap) 5 

Aplikasi atau website untuk perijinan 

investasi, pendirian bangunan, 

maupun jasa maupun praktek.  

Surabaya Single Windows (SSW) 

https://ssw.surabaya.go.id  

Dokumen Evaluasi dan Dokumen 

Tindak Lanjut. 

 

4.4.2 Data Dukung Evaluasi SPBE 

 Kumpulan dari beberapa data dukung terkait kondisi dari kebijakan, 

manajemen, tata kelola serta layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. Data dukung dikumpulkan ketika melakukan wawancara dengan 

narasumber sebagai bukti sesuai peraturan atau pedoman PERMENPAN No. 59 

Tahun 2020 terkait evaluasi tingkat kematangan dari SPBE Pemerintah Kota 

Surabaya. Terdapat beberapa data dukung yang tidak dapat ditampilkan atau 

diberikan karena bersifat internal Pemerintah, berikut adalah sebagian data dukung 

yang dapat ditampilkan. 

  

https://ppdb.surabaya.go.id/
https://ssw.surabaya.go.id/
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A. Data Dukung Kebijakan Internal (Sebelum Perubahan) 

 

Gambar 4.3 Peraturan Walikota Surabaya terkait SPBE (Sebelum Perubahan) 

Sumber : (JDIH Kota Surabaya, 2018) 

 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mulai dijalankan pada tahun 

2018, telah memiliki peraturan kebijakan internal terkait penyelenggaraannya. 

Pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan SPBE awalnya mengacu pada 

Peraturan Walikota Surabaya No. 76 Tahun 2018. Peraturan ini merupakan 

perkembangan untuk mengoptimalkan kinerja dengan pemanfaatan  teknologi 

informasi dan komunikasi. Peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 21 

Desember 2018, masih terdapat beberapa kebijakan dari aspek SPBE yang belum 

tercantum seperti manajemen serta layanan dari SPBE. 
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B. Data Dukung Kebijakan Internal (Setelah Perubahan) 

 

Gambar 4.4 Peraturan Walikota Surabaya terkait SPBE (Sesudah Perubahan) 

Sumber : (JDIH Kota Surabaya, 2020)  

 Peraturan Walikota Surabaya No. 68 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan 

SPBE pada lingkungan Pemerintah Daerah, merupakan perkembangan dari 

peraturan sebelumnya pada Gambar 4.1. Peraturan ini merupakan bentuk dari 

tindak lanjut atau revisi setelah dilakukan evaluasi pada peraturan dan kebijakan 

sebelumnya. Pembuatan dari peraturan ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 

95 Tahun 2018 terkait SPBE serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara No. 59 tahun 2020.  Peraturan Presiden yang dijadikan acuan tersebut baru 

ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2018, saat peraturan Walikota tentang SPBE 

tahun 2018 telah dirancang dan akan dilakukan penetapan.  

Ketentuan atau kebijakan baru yang memuat tata kelola, manajemen, proses 

bisnis dan layanan SPBE terdapat pada peraturan ini. Peraturan Walikota No. 68 

mengacu pada PERMENPAN No. 59 terkait pemantauan  dan evaluasi SPBE yang 

baru diberlakukan per tanggal 1 Januari 2021. Dari beberapa acuan yang digunakan 

pelaksanaan atau penerapan pada SPBE di lingkup Pemerintah Kota Surabaya, dari 

kebijakan ini belum semua dapat dijalankan sesuai isi dari peraturan. Bukti data 

dukung dari Indikator 1 – 10 terkait Kebijakan Internal. 
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C. Data Dukung Perencanaan Strategis SPBE 

  

Gambar 4.5 Dokumen Arsitektur SPBE 

 Data dukung pada Indikator Tingkat Kematangan Perencanaan Strategis 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Arsitektur SPBE merupakan 

suatu panduan atau kerangka dasar yang terdiri dari integrasi proses bisnis, integrasi 

data serta informasi, aplikasi, infrastruktur, keamanan SPBE, layanan dalam 

penerapan SPBE. Penyusunan Arsitektur dilakukan untuk panduan selama jangka 

waktu 5 tahun. Kebijakan Arsitektur SPBE berdasarkan dari Rencana Induk 

(Master Plan) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). 

Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018-2022, belum 

memenuhi referensi dan Domain Arsitektur sesuai Peraturan Presiden No. 95 

Tahun 2018 karena penyusunannya dilakukan saat Peraturan tersebut belum terbit.  
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D. Data Dukung Sistem Penghubung Layanan 

 
Gambar 4.6 Government Resource Management System Pemerintah Kota Surabaya 

Sumber : https://ap.surabaya.go.id  

 Government Resource Management System (GRMS) merupakan suatu 

wadah bagi perantara penghubung dari beberapa layanan berbasis elektronik. 

Sistem penghubung layanan merupakan sistem untuk melakukan transaksi 

pertukaran antar layanan SPBE antar perangkat daerah maupun instansi lain. Sistem 

penghubung menyediakan beberapa layanan seperti :  

a. eBudgeting, sistem untuk penyusunan anggaran berupa aplikasi program 

berbasis web yang dimanfaatkan untuk proses penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

b. eProject Planning, sistem aplikasi layanan untuk perencanaan paket 

pekerjaan pemerintah yang alokasi anggarannya telah disetujui. 

c. eProcurement (LPSE), sistem aplikasi layanan berbasis elektronik untuk 

pengadaan barang dan jasa atau pelelangan tender lingkup pemerintah Kota 

Surabaya. 

d. eDelivery, sistem aplikasi layanan berbasis elektronik yang mendukung 

administrasi dari kegiatan pembuatan kontrak untuk proses pengadaan 

langsung barang dan jasa serta penyedia dokumen kelengkapan. 

e. eControlling, sistem aplikasi layanan berbasis elektronik yang berfungsi 

sebagai perantara antar perencanaan pekerjaan pada eProject Planning 

dengan pembuatan kontrak pada eDelivery. 

https://ap.surabaya.go.id/
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f. ePerformance, sistem aplikasi layanan berbasis elektronik untuk 

memanajemen kinerja pegawai dalam penilaian agar lebih terukur, objektif, 

akuntabel, transparan.  Sehingga dapat terwujud manajemen pegawai 

berdasarkan dari prestasi kerja pada lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. 

E. Data Dukung Tim Koordinasi SPBE 

     

Gambar 4.7 Surat Keputusan Tim Koordinasi SPBE Kota Surabaya 

 Data dukung dari Indikator 19 terkait pelaksanaan tugas dan program kerja 

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah berupa surat keputusan oleh Walikota 

Surabaya. Penyusunan surat keputusan terkait Tim Koordinasi SPBE lingkungan 

Kota Surabaya, berdasarkan ketentuan dari Peraturan MENPAN No.59 Tahun 2020 

terkait pemantauan serta evaluasi SPBE. Tingkat kematangan dari Indikator Tim 

Koordinasi mencapai level 5. Dengan penjelasan Indikator yaitu terdapat 

dokumentasi terkait Tim Koordinasi SPBE dilaksanakan pada seluruh unit kerja 

dan sudah dilakukan evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan tugas atau program 

kerja secara berkala.   
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F. Data Dukung Manajemen Layanan SPBE 

 
Gambar 4.8 Manajemen Layanan SPBE Kota Surabaya 

Sumber : https://servicedesk.surabaya.go.id  

 Portal layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait 

pengelolaan aduan, gangguan, permintaan bahkan perubahan pada Layanan Sistem 

Pemerintah Berbasis Elektronik. Data dukung dari Indikator 20 tentang tingkat 

kematangan penerapan Manajemen Layanan dengan hasil level 3. Manajemen 

Layanan telah dilaksanakan di seluruh proses seperti pelayanan pengguna dan 

pengoperasian layanan SPBE. Perwujudan dari Manajemen Layanan yaitu dapat 

berupa pembuatan portal layanan untuk proses mengelola keluhan, permasalahan, 

pendayagunaan serta pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE.  

Terdapat 2 jenis Service Desk yaitu Service Desk tingkat 1 merupakan unit 

di perangkat daerah yang dihubungi oleh pengguna layanan teknologi informasi 

dan komunikasi yang kemudian menyelesaikan masalah di perangkat daerah 

pemilik layanan. Service Desk tingkat 2 adalah unit di Dinas yang menyelesaikan 

masalah teknologi informasi dan komunikasi yang tidak dapat diselesaikan Service 

Desk tingkat 1.   

https://servicedesk.surabaya.go.id/
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G. Data Dukung Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik 

 

 

Gambar 4.9 ePlanning Surabaya 

Sumber : https://eplanning.surabaya.go.id 

 Portal terkait layanan perencanaan berbasis elektronik yang dikelola oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Bukti data dukung dari indikator 

32 evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan tingkat kematangan 

pada level 5 yaitu Optimum. Sistem Aplikasi yang mendukung proses penyusunan 

dari dokumen perencanaan jangka menengah maupun pendek. Dengan E-Devplan 

(https://devplan.surabaya.go.id) sebagai bagian dari layanan perencanaan namun 

dalam skala penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah. Layanan yang telah 

terintegrasi dengan beberapa layanan administrasi internal Pemerintah lainnya 

seperti e-budgeting. Menyediakan informasi terkait Rencana Umum Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah.  

  

https://eplanning.surabaya.go.id/
https://devplan.surabaya.go.id/
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H. Data Dukung Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik 

 

Gambar 4.10 e-Budgeting Surabaya 

Sumber : https://ebudgeting.surabaya.go.id 

 Data dukung dari indikator 33 yaitu portal layanan administrasi pemerintah 

yang digunakan untuk melakukan penyusunan anggaran. Tingkat kematangan dari 

penerapan layanan ini adalah tingkat 5 yaitu Optimum. eBudgeting merupakan 

salah satu dari skenario e-Government pada lingkup Pemerintah Kota Surabaya. 

Layanan yang memiliki fasilitas terkait proses penyusunan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah (APBD), revisi serta perubahan anggaran kegiatan dalam jangka 

waktu tahunan. eBudgeting telah melakukan kolaborasi yaitu saling terintegrasi 

dengan seluruh layanan administrasi pemerintahan Kota Surabaya dan termasuk 

dalam konsep Government Resource Management System (GRMS). Akses 

pengguna layanan tersebut merupakan Perangkat Daerah yang akan melakukan 

penyusunan anggaran yang terdiri dari masing – masing unit atau bidang kegiatan 

berdasarkan tanggung jawabnya. 

https://ebudgeting.surabaya.go.id/
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I. Data Dukung Layanan Keuangan Berbasis Elektronik 

  

Gambar 4.11 Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Surabaya 

Sumber : https://epayment.surabaya.go.id  

 Data dukung dari evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) pada indikator 34. Berdasarkan penilaian tingkat kematangan, pada layanan 

ini memperoleh tingkat ke 5 yaitu Optimum. Telah dilaksanakan kolaborasi, seperti 

saling terintegrasi dengan layanan administrasi internal pemerintah lainnya. 

Layanan keuangan adalah layanan yang menyediakan informasi, interaksi dan 

transaksi kepada pengguna terkait keuangan. Sistem Informasi Penatausahaan 

Keuangan (SIPK) merupakan sistem atau layanan yang digunakan untuk 

pengelolaan atau penataan alur keuangan pada masing – masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. Layanan ini dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan (DPPK). 

  

https://epayment.surabaya.go.id/
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J. Data Dukung Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik 

 

Gambar 4.12 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

Sumber : https://lpse.surabaya.go.id 

 Data dukung dari evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) pada indikator 35 terkait Layanan Pengadaan Barang 

dan Jasa Berbasis Elektronik. Layanan ini menyediakan informasi, interaksi, 

transaksi kepada pengguna untuk pengadaan barang/jasa. Layanan Pengadaan 

Barang Secara Elektronik (LPSE) merupakan layanan yang memberi informasi 

terkait tender dan non tender yang berisi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, 

jasa konsultan badan usaha, jasa konsultan perorangan, serta penyediaan pekerjaan 

beberapa jasa lainnya. Terdapat regulasi terkait peraturan pengadaan barang dan 

jasa Pemerintah,  oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (JDIH LKPP). 

 

 

https://lpse.surabaya.go.id/


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66 
 

K. Data Dukung Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik 

 

Gambar 4.13 Sistem Informasi dan Pencatatan Kepegawaian Kota Surabaya  

Sumber : https://sdm.surabaya.go.id 

 Data dukung dari evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada Indikator 36 tentang Layanan Kepegawaian Berbasis 

Elektronik. Sistem Informasi dan Pencatatan Kepegawaian yang menyediakan 

informasi, pengunggahan serta pengunduhan dokumen kepegawaian, transaksi 

basis data, dan beberapa fasilitas lain terkait kepegawaian. Layanan sudah 

terintegrasi dengan layanan Administrasi Pemerintah lainnya. 

L. Data Dukung Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik  

 

Gambar 4.14 Portal Kearsipan Pemerintah Kota Surabaya 

Sumber : https://dispusip.surabaya.go.id/manager  

https://sdm.surabaya.go.id/
https://dispusip.surabaya.go.id/manager
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 Pada Gambar 4.12 merupakan data dukung pada evaluasi Sistem 

Pemerintah Berbasis Elektronik terkait aspek Layanan Administrasi Pemerintahan 

pada indikator 37. Layanan jaringan informasi kearsipan merupakan tempat arsip 

atau penyimpanan dari kegiatan surat menyurat dan mengolah informasi kearsipan 

yang dimiliki Pemerintah. Integrasi layanan seperti berbagai informasi kearsipan 

dalam Pemerintah Daerah maupun Instansi Pusat, transaksi basis data kearsipan. 

Layanan ini dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota 

Surabaya.  

M. Data Dukung Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik  

 

Gambar 4.15 Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 

Sumber : https://simbada.surabaya.go.id 

 Tampilan data dukung dari Indikator 38 pada instrumen evaluasi tingkat 

kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Layanan yang 

berupa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kota Surabaya, 

memudahkan proses pengelolaan barang dan aset milik Daerah, pemantauan, dan 

memperkecil kesalahan data. Layanan ini dikelola oleh Bagian Layanan Pengadaan 

dan Pengelolaan Aset (BLPPA). 

https://simbada.surabaya.go.id/
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N. Data Dukung Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik  

 

Gambar 4.16 Whistleblowing System Kota Surabaya 

Sumber : https://wbs.surabaya.go.id 

 Tampilan layanan terkait data dukung pada Indikator 39 evaluasi tingkat 

kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penyelenggaraan layanan 

Pengawasan Internal Pemerintah yaitu dengan portal layanan Whistleblowing 

System Kota Surabaya. Portal pelayanan menerima laporan terkait informasi serta 

indikasi pelanggaran guna pengawasan terhadap internal Pemerintah yang terjadi 

pada lingkungan kerja Pemerintah Kota Surabaya. Menampilkan informasi terkait 

kriteria serta tata cara pengaduan untuk memudahkan pelapor untuk membuat 

laporan pengaduan. Layanan bekerja sama dengan KPK dan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

  

https://wbs.surabaya.go.id/
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O. Data Dukung Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik  

 

Gambar 4.17 eSakip Pemerintah Kota Surabaya 

Sumber : https://organisasi.surabaya.go.id/sakip/ 

 Data dukung dari Indikator 40 evaluasi tingkat kematangan Sistem 

pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Layanan untuk akuntabilitas kinerja 

pada Instansi Pemerintah Kota Surabaya untuk optimalisasi dan transparansi serta 

akuntabilitas dalam perencanaan. eSakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah) merupakan rangkaian sistematis dari alat, aktivitas serta prosedur 

dengan tujuan pengumpulan data, penetapan dan pengukuran, pengikhtisaran, 

pengklasifikasian serta pelaporan terhadap kinerja pada Instansi Pemerintah. 

Dokumen pada eSakip terdiri dari Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, 

Rencana Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, dan 

Laporan Kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintahan. 

https://organisasi.surabaya.go.id/sakip/
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P. Data Dukung Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik  

 

Gambar 4.18 ePerformance Pemerintah Kota Surabaya 

Sumber : https://eperformance.surabaya.go.id 

 Tampilan data dukung dari Indikator 41 evaluasi tingkat kematangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terkait Layanan Kinerja Pegawai. 

ePerformance merupakan sistem informasi manajemen kinerja pegawai untuk 

penilaian dari prestasi kinerja pegawai agar lebih objektif, akuntabel, transparan, 

dan terukur. Layanan sistem informasi kinerja ini disusun sesuai Peraturan 

Walikota No. 7 Tahun 2017 terkait Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada 

Belanja Langsung kepada Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) lingkungan 

Pemerintah Kota Surabaya. Penilaian dilakukan berdasarkan Daftar Aktivitas yang 

telah ditentukan dan terdapat masing – masing poin tergantung aktivitas yang 

diikuti. Adanya layanan sistem informasi ePerformance, diharapkan dapat 

menambah motivasi kinerja dari ASN pada Pemerintah Kota Surabaya dalam 

peningkatan kinerja individu maupun organisasi. 

https://eperformance.surabaya.go.id/
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Q. Data Dukung Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik  

 

Gambar 4.19 Website Media Center Pemerintah Kota Surabaya 

Sumber : https://mediacenter.surabaya.go.id 

 

Gambar 4.20 Media Center melalui Aplikasi 

Sumber : Aplikasi WargaKu 

 Data dukung dari Indikator 42 evaluasi tingkat kematangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Media Center merupakan layanan yang 

menampung partisipasi masyarakat umum dalam bentuk pengaduan, keluhan, 

informasi dan saran terkait pembangunan Kota dan layanan publik oleh Pemerintah 

Kota melalui satu pintu yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.  

https://mediacenter.surabaya.go.id/
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Terdapat 2 jenis seperti pada Gambar 4.17 adalah layanan Media Center berbasis 

web, dan pada Gambar 4.18 layanan Media Center yang tersedia dalam bentuk 

Aplikasi WargaKu yang dapat diunduh di smartphone menggunakan playstore. 

R. Data Dukung Layanan  Data Terbuka Berbasis Elektronik  

 

Gambar 4.21 PPID Kota Surabaya 

Sumber : https://ppid.surabaya.go.id 

 Data dukung dari Indikator 43 evaluasi tingkat kematangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terkait Layanan Data Terbuka. Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang 

bertanggung jawab terhadap pengumpulan, penyimpanan, dokumentasi, 

pemeliharaan, distribusi serta pelayanan informasi pada lingkungan Publik. 

Pemohon dapat melakukan permohonan informasi dengan mengunjungi portal 

layanan https://ppid.surabaya.go.id. Penyelenggaraan layanan ini sebagaimana 

amanat dari Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 dengan regulasi berdasarkan 

Peraturan Walikota Surabaya No. 81 Tahun 2011 dan Keputusan Walikota 

Surabaya No. 188.45/24/436.1.2 Tahun 2015. 

  

https://ppid.surabaya.go.id/
https://ppid.surabaya.go.id/
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S. Data Dukung Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik  

 

Gambar 4.22 JDIH Kota Surabaya 

Sumber : https://jdih.surabaya.go.id 

 Tampilan data dukung evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) pada Indikator 44 tentang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum. Portal pusat yang menyediakan informasi terkait produk hukum  

yang dapat diakses umum, terdiri dari : 

- peraturan Walikota 

- keputusan Walikota 

- instruksi Walikota 

- rancangan peraturan daerah,  

- naskah akademik 

- undang – undang  

- PERPU 

- peraturan presiden 

- instruksi presiden  

- peraturan daerah Provinsi Jawa Timur 

- peraturan Gubernur 

- peraturan DPRD 

- TAP MPR 

- PERMENDAGRI  

- PROPEMPERDA 

https://jdih.surabaya.go.id/
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T. Data Dukung Layanan Publik Sektor 1 Berbasis Elektronik  

 

Gambar 4.23 eHealth Surabaya 

Sumber : https://ehealth.surabaya.go.id 

 Tampilan data dukung dari Indikator 45 evaluasi tingkat kematangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terkait layanan publik pada sektor 

kesehatan. eHealth merupakan layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah 

Kota Surabaya untuk melakukan pendaftaran antrian Pasien di Puskesmas maupun 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Surabaya secara dalam jaringan (online). 

Pengguna dapat mengakses https://ehealth.surabaya.go.id pada browser, dan 

menggunakan layanan ini ketika akan berobat di Puskesmas atau RSUD Rujukan 

yang tersedia di layanan, agar mendapatkan nomor antrian sesuai layanan pusat 

kesehatan yang dipilih. Pengguna dapat memilih pusat layanan sesuai kebutuhan 

dengan pilihan berbagai macam Poli yang akan dituju.  

  

https://ehealth.surabaya.go.id/
https://ehealth.surabaya.go.id/
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U. Data Dukung Layanan Publik Sektor 2 Berbasis Elektronik  

 

Gambar 4.24 PPDB Kota Surabaya 

Sumber : https://ppdb.surabaya.go.id 

Tampilan Layanan Publik Sektor Pendidikan, data dukung dari Indikator 46 

pada evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE). Layanan Publik berupa Portal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Kota Surabaya yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Berupa layanan untuk 

pendaftaran calon siswa jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan 

Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Surabaya. Pengguna dari layanan 

PPDB ini merupakan peserta didik baru atau calon siswa yang akan memilih 

Sekolah dengan jalur sesuai yang diinginkan. Tingkat kematangan dari layanan 

publik sektor ini telah mencapai level 5 yang berarti Optimum.  

  

https://ppdb.surabaya.go.id/
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V. Data Dukung Layanan Publik Sektor 3 Berbasis Elektronik  

 

Gambar 4.25 Surabaya Single Window 

Sumber : https://ssw.surabaya.go.id 

 Tampilan Layanan Publik pada Sektor Publik Unit Pelayanan Terpadu Satu 

Atap, data dukung dari Indikator 47 pada evaluasi tingkat kematangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengguna dari layanan ini merupakan 

pemohon yang akan mengurus berkas perizinan. Pelayanan pada Surabaya Single 

Window ditujukan untuk beberapa kebutuhan perizinan, dengan kategori sebagai 

berikut : 

- Surat Keterangan Rencana Kota 

(SKRK) 

- Layanan Koperasi 

- Layanan Penanggulangan Bencana 

dan Linmas 

- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 

- Layanan Perdagangan , 

Perindustrian, PM dan PTSP 

- Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 

- Tanda Daftar Penyelenggaraan 

Reklame (TDPR) 

- Layanan Koperasi 

- Layanan Penanggulangan Bencana 

dan Linmas 

- Paket Layanan Ijin Lingkungan 

- Kebersihan dan Ruang Terbuka 

Hijau 

- Perizinan Lingkungan Hidup 

- Layanan Sosial - Cipta Karya dan Tata Ruang 

- Ketenagakerjaan - Budaya dan Pariwisata 

- Pendidikan - Bina Marga dan Pematusan 

- Perhubungan dan Lalu Lintas - Perpajakan 

https://ssw.surabaya.go.id/


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77 
 

4.5 Hitung Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE 

 Pengukuran terhadap tingkat kematangan setiap Indikator telah dilakukan, 

selanjutnya menghitung Nilai Indeks Tingkat Kematangan untuk menghasilkan 

angka Nilai Indeks SPBE sesuai evaluasi yang telah dilakukan pada Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah.  

 

Gambar 4.26 Langkah Pengukuran Tingkat Kematangan SPBE 

Pengukuran tingkat kematangan dilakukan secara sistematis dengan diawali 

menilai level tiap Indikator. Selanjutnya menghitung Nilai Indeks tingkat 

kematangan yang terdiri dari : 

a. Nilai Indeks Aspek,  

b. Nilai Indeks Domain, 

c. Nilai Indeks SPBE  

Dari nilai-nilai yang telah disebutkan di atas dihitung secara gabungan dari level 

tingkat kematangan Indikator. Tahapan pengukuran tersebut dilakukan sesuai 

dengan pedoman evaluasi tingkat kematangan PERMENPAN. Akumulasi 

penghitungan data yang telah dilakukan menghasilkan Nilai Indeks dan predikat 

penilaian SPBE yang menentukan kondisi dari penerapan SPBE pada suatu 

Pemerintah Daerah/Instansi Pusat. Pengukuran Nilai Indeks tingkat kematangan 

pada evaluasi ini dijelaskan pada sub bab berikut di bawah. 
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4.5.1 Perhitungan Indeks Aspek SPBE 

 Menghitung Nilai Indeks Aspek SPBE dari hasil pengukuran tingkat 

kematangan pada setiap indikator sesuai evaluasi penerapan SPBE. Perhitungan 

Nilai Indeks didasarkan pada masing-masing 8 aspek yang terdapat pada pedoman 

evaluasi tingkat kematangan SPBE, dengan langkah seperti pada Gambar 4.25 di 

bawah. 

 

Gambar 4.27 Hitung Nilai Indeks Aspek 

 Pengukuran Nilai Indeks Aspek SPBE, diawali dengan memasukkan nilai 

tingkat kematangan yang dihasilkan dari wawancara menggunakan kuesioner 

instrumen evaluasi SPBE. Kemudian mengelompokkan Indikator ke setiap Aspek 

yang akan dihitung Nilai Indeksnya. Masuk pada perhitungan Nilai Indeks Aspek 

dapat dilihat masing-masing bobot Aspek dan Indikator pada Tabel 4.10 di bawah.  
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Tabel 4.10 Bobot Aspek dan Indikator SPBE 

Aspek Nama 

Nilai 

Aspek 

(%) 

Bobot 

Indikator 

(%) 

1 

Kebijakan Internal Tata Kelola Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik  

(Indikator 1 – 10) 

13.00 1.30 

2 

Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

(Indikator 11 – 14) 

10.00 2.50 

3 
Teknologi  Informasi dan Komunikasi 

(Indikator 15 – 18) 

10.00 2.50 

4 

Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik  

(Indikator 19 – 20)  

5.00 2.50 

5 
Penerapan Manajemen 

Indikator (21 – 28) 

12.00 1.50 

6 
Pelaksanaan Audit TIK  

Indikator (29 – 31) 

4.50 1.50 

7 

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

Indikator (32 – 41) 

27.50 2.75 

8 
Layanan Publik Berbasis Elektronik  

(Indikator 42 – 47) 

18.00 3.00 

Total Nilai 100 100 

Sumber : (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi 

Republik Indonesia, 2020) 
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A. Hitung Indeks Aspek 1  

Aspek 1 pada pedoman evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik tentang Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Aspek ini terdiri 

dari 10 indikator yang memuat pertanyaan terkait kebijakan atau peraturan yang 

harus dilaksanakan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE). Nilai bobot dari Aspek 1 ini sebesar 13% dengan tiap indikator memiliki 

nilai sebesar 1.3, penjelasan hitung indeks Aspek 1 terdapat pada Tabel 4.11 

berikut. 

Tabel 4.11 Indeks Aspek 1 SPBE 

Aspek Nama Aspek Nilai / Bobot Aspek (%) 

1 Kebijakan Internal Tata Kelola 

SPBE 

13.00 

Indikator Nama Indikator 

Nilai 

Tingkat 

Kematangan 

Bobot 

Indikator 

(%) 

NI × 

BI 

(%) 

1 Kebijakan Internal terkait 

Arsitektur SPBE 

5 1.30 6.5 

2 Kebijakan Internal terkait Peta 

Rencana SPBE 

5 1.30 6.5 

3 Kebijakan Internal terkait 

Manajemen Data 

5 1.30 6.5 

4 Kebijakan Internal terkait 

Pembangunan Aplikasi SPBE 

5 1.30 6.5 

5 Kebijakan Internal terkait 

Layanan Pusat Data 

5 1.30 6.5 

6 Kebijakan Internal terkait 

Layangan Jaringan Intra 

5 1.30 6.5 

7 Kebijakan Internal terkait 

Sistem Penghubung Layanan 

Pemerintah Daerah (SPLPD) 

5 1.30 6.5 
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8 Kebijakan Internal terkait 

Manajemen Keamanan 

Informasi 

5 1.30 6.5 

9 Kebijakan Internal terkait Audit 

TIK 

5 1.30 6.5 

10 Kebijakan Internal terkait Tim 

Koordinasi SPBE 

5 1.30 6.5 

Jumlah (NI × BI) = 65 

Indeks Aspek 1 SPBE =  

1/BA × Jumlah (NI × BI) 
5 

 Perhitungan Nilai Indeks dari Aspek 1 SPBE memiliki hasil nilai sebesar 5, 

dengan tingkat kematangan pada setiap Indikator telah mencapai level Optimum. 

Penetapan kebijakan tersebut telah dilakukan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi 

serta mengacu pada Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018  mengenai 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan terkait Tata 

Kelola SPBE tersebut dibuat dan didokumentasikan untuk panduan selama 

penerapan SPBE. Perubahan pada kebijakan dapat terjadi sesuai dengan perubahan 

Undang-Undang/Peraturan maupun kebutuhan dari SPBE.  

B. Hitung Indeks Aspek 2 

Aspek kedua menurut pedoman evaluasi tingkat kematangan Sistem 

pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah tentang perencanaan strategis 

SPBE. Terdiri dari 4 indikator yang membahas tentang kesiapan perencanaan 

strategis untuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Pengukuran dilakukan dengan memilih skala sesuai penjelasan kriteria tingkat 

kematangan yang ditanyakan kepada narasumber. Aspek 2 memiliki nilai bobot 

sebesar 10% dan nilai bobot 2.5 pada masing-masing indikator dalam aspek. 

Penjelasan dari hitung indeks Aspek 2 terdapat pada Tabel 4.12 berikut. 
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Tabel 4.12 Indeks Aspek 2 SPBE 

Aspek Nama Aspek Nilai / Bobot Aspek (%) 

2 Perencanaan Strategis SPBE 10.00 

Indikator Nama Indikator 

Nilai 

Tingkat 

Kematangan 

Bobot 

Indikator 

(%) 

NI × 

BI 

(%) 

11 Perencanaan Strategis SPBE 

terkait Arsitektur SPBE 
2 2.5 5 

12 Perencanaan Strategis SPBE 

terkait Peta Rencana SPBE 
2 2.5 5 

13 Perencanaan Strategis terkait 

Keterpaduan Rencana dan 

Anggaran SPBE 

2 2.5 5 

14 Perencanaan Strategis terkait 

Inovasi Proses Bisnis 

 

5 2.5 12.5 

Jumlah (NI × BI) = 27.5 

Indeks Aspek 2 SPBE =  

1/BA × Jumlah (NI × BI) 
2.75 

 

 Penilaian Indeks Aspek 2 terkait perencanaan strategis pada Pemerintah 

Kota Surabaya memiliki nilai sebesar 2.75. Indikator dalam Aspek 2 SPBE pada 

evaluasi ini memiliki tingkat kematangan yang berbeda, dengan penjelasan tingkat 

kematangan yang diperoleh tiap Indikator sebagai berikut : 

• Pada Indikator terkait Arsitektur, Peta Rencana, dan Keterpaduan Rencana dan 

Anggaran mencapai level 2 (terkelola) yaitu proses perencanaan telah 

terdefinisi dan didokumentasikan. tetapi pelaksanaan pada unit kerja sesuai 

persepsi serta fungsi manajemen masing-masing. 

• Indikator perencanaan inovasi proses bisnis, sudah dilaksanakan secara 

keseluruhan dengan pedoman dan dilakukan evaluasi yang kemudian terdapat 

tindak lanjut atau perubahan. 
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C. Hitung Indeks Aspek 3 

Aspek ketiga dari pedoman evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik membahas tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Terdiri dari 4 indikator terkait ketersediaan, penggunaan dan keterpaduan dari 

Teknologi Informasi dan Komunikasi. Aspek dengan nilai bobot sebesar 10% dan 

pada setiap indikatornya memiliki nilai bobot 2.5. Penjelasan hitung Indeks Aspek 

3 SPBE terdapat pada Tabel 4.13 di bawah berikut. 

Tabel 4.13 Indeks Aspek 3 SPBE 

Aspek Nama Aspek Nilai / Bobot Aspek (%) 

3 Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

10.00 

Indikator Nama Indikator 

Nilai 

Tingkat 

Kematangan 

Bobot 

Indikator 

(%) 

NI × 

BI 

(%) 

15 Keterpaduan Pembangunan 

Aplikasi SPBE 
3 2.5 7.5 

16 Tingkat Kematangan Layanan 

Pusat Data 
3 2.5 7.5 

17 Penggunaan Layanan Jaringan 

Intra 
3 2.5 7.5 

18 Penggunaan Sistem Penghubung 

Layanan 
2 2.5 5 

Jumlah (NI × BI)  27.5 

Indeks Aspek 3 SPBE =  

1/BA × Jumlah (NI × BI) 
2.75 

 Hasil penilaian Aspek 3 SPBE pada evaluasi ini mendapatkan nilai sebesar 

2.75, yang terdiri dari beberapa Indikator dengan level tingkat kematangan yang 

berbeda yaitu : 
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• Indikator tentang Keterpaduan Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data dan 

Jaringan Intra mencapai level 3 (terdefinisi). Proses dari pelaksanaan 

ketersediaan TIK dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 

serta evaluasi oleh seluruh unit kerja dengan acuan pedoman yang telah 

tersedia. Belum terjadi kolaborasi karena keterpaduan antar unit kerja belum 

dilakukan pengarahan dan pengendalian. 

• Indikator tentang Sistem Penghubung Layanan, mendapatkan level tingkat 

kematangan 2 (terkelola). Pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan masih 

berdasarkan pemahaman serta fungsi manajemen dari masing-masing unit kerja 

tanpa mengacu pedoman. 

D. Hitung Indeks Aspek 4 

Aspek keempat pada pedoman evaluasi tingkat kematangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tentang Penyelenggara SPBE. 

Penyelenggara SPBE ditetapkan untuk peningkatan terpadunya pelaksanaan dari 

Tata Kelola, Manajemen, dan Audit TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) maka dibentuk tim koordinasi. Perhitungan pada Nilai Indeks 4 SPBE pada 

Tabel 4.14 sebagai berikut. 

Tabel 4.14 Indeks Aspek 4 SPBE 

Aspek Nama Aspek Nilai / Bobot Aspek (%) 

4 Penyelenggara SPBE 5.00 

Indikator Nama Indikator 

Nilai 

Tingkat 

Kematangan 

Bobot 

Indikator 

(%) 

NI × 

BI 

(%) 

19 Pelaksaan tugas dan program 

kerja Tim Koordinasi SPBE 
5 2.5 12.5 

20 Penerapan SPBE secara 

kolaboratif 
3 2.5 7.5 

Jumlah (NI × BI)  20 

Indeks Aspek 4 SPBE =  

1/BA × Jumlah (NI × BI) 
4 
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 Hasil perhitungan Nilai Indeks pada Aspek 4 di evaluasi SPBE memiliki 

nilai sebesar 4. Aspek terkait penyelenggara SPBE yang memuat Indikator tentang 

Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE berada pada level tingkat kematangan 5 

(optimum), pelaksanaan telah dilakukan perbaikan secara lanjut berdasarkan hasil 

evaluasi serta terjadi peningkatan kualitas. Indikator selanjutnya tentang 

Kolaboratif Penerapan SPBE mencapai tingkat kematangan ke 3 (terdefinisi) yaitu 

penerapannya telah dilaksanakan sesuai pedoman baku, tetapi proses pelaksanaan 

keterpaduan belum terarah sehingga penerapan SPBE secara terpadu belum dapat 

dilakukan. 

E. Hitung Indeks Aspek 5 

Aspek 5 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai pedoman evaluasi 

tingkat kematangan terkait Penerapan Manajemen SPBE. Manajemen Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan rangkaian dari beberapa 

proses yang mendukung untuk pencapaian pelaksanaan SPBE. Terdiri dari 8 

indikator terkait manajemen risiko, data, keamanan informasi, aset Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, sumber daya manusia, pengetahuan serta layanan 

SPBE. Perhitungan terdapat pada Tabel 4.15 di bawah sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Indeks Aspek 5 SPBE 

Aspek Nama Aspek Nilai / Bobot Aspek (%) 

5 Penerapan Manajemen SPBE 12.00 

Indikator Nama Indikator 

Nilai 

Tingkat 

Kematangan 

Bobot 

Indikator 

(%) 

NI × 

BI 

(%) 

21 Penerapan Manajemen Risiko 

SPBE 
1 1.5 

1.5 

22 Penerapan Manajemen 

Keamanan Informasi 
1 1.5 

1.5 

23 Penerapan Manajemen Data 1 1.5 1.5 

24 Penerapan Manajemen Aset TIK 3 1.5 4.5 

25 Penerapan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia bidang SPBE 
5 1.5 

7.5 
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26 Penerapan Manajemen 

Pengetahuan 
1 1.5 

1.5 

27 Penerapan Manajemen 

Perubahan 
1 1.5 

1.5 

28 Penerapan Manajemen Layanan 

SPBE 
3 1.5 

4.5 

Jumlah (NI × BI)  24 

Indeks Aspek 5 SPBE =  

1/BA × Jumlah (NI × BI) 
2 

 Perhitungan Nilai Aspek 5 pada evaluasi SPBE menghasilkan nilai 2, 

menunjukkan bahwa penerapan manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan 

pada level 1. Penerapan sesuai pedoman tetapi belum terjadi kolaborasi antar unit 

kerja pada level 3.  

F. Hitung Indeks Aspek 6 

Aspek keenam pada pedoman evaluasi tingkat kematangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pembahasan terkait Pelaksanaan 

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Audit TIK yang terdiri dari audit 

tentang Infrastruktur, Aplikasi serta Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE).  

Penilaian dari tingkat kematangan Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah 

dalam pelaksanaan Audit TIK, yang bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola serta 

manajemen, fungsionalitas, kinerja serta aspek dari teknologi informasi dan 

komunikasi. Pemberian nilai dengan skala 1 – 5 sesuai kriteria yang berjalan 

sekarang, aspek ini masuk dalam kategori kapabilitas proses. Terdiri dari 3 

indikator, aspek ini memiliki nilai bobot sebesar 4.5% dan nilai 1.5 pada setiap 

indikatornya. Perhitungan dari aspek 6 tentang Audit TIK terdapat pada Tabel 4.16 

di bawah. 
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Tabel 4.16 Indeks Aspek 6 SPBE 

Aspek Nama Aspek Nilai / Bobot Aspek (%) 

6 Pelaksanaan Audit Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

4.50 

Indikator Nama Indikator 

Nilai 

Tingkat 

Kematangan 

Bobot 

Indikator 

(%) 

NI × 

BI 

(%) 

29 Pelaksanaan Audit Infrastruktur 

SPBE 
1 1.5 1.5 

30 Pelaksanaan Audit Aplikasi 

SPBE 
1 1.5 1.5 

31 Pelaksanaan Audit Keamanan 

SPBE 
1 1.5 1.5 

Jumlah (NI × BI)  4.5 

Indeks Aspek 6 SPBE =  

1/BA × Jumlah (NI × BI) 
1 

 

 Hasil dari perhitungan Nilai Indeks Aspek 6 pada evaluasi SPBE di atas 

menunjukkan nilai 1. Tingkat kematangan dari setiap indikator pada Aspek 6 masih 

berada pada level 1 (rintisan). Pelaksanaan audit yang dilaksanakan secara tidak 

terencana, tidak terdapat dokumentasi, sehingga hasil tidak bisa diketahui atau 

diprediksi. 

G. Hitung Indeks Aspek 7 

Aspek ketujuh dalam pedoman evaluasi tingkat kematangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terkait layanan Administrasi 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Layanan yang mendukung jalannya internal 

organisasi pemerintah dalam menjalankan kegiatan untuk peningkatan kinerja serta 

akuntabilitas di Pemerintah Daerah maupun Instansi Pusat. Layanan administrasi 

pemerintahan penerapannya secara pembangunan serta pengembangan Aplikasi 

umum. 
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Pelayanan yang mendukung pada bidang penganggaran, keuangan, 

kepegawaian, perencanaan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan barang milik Negara 

atau Daerah, pengadaan barang dan jasa serta beberapa layanan lain sesuai 

kebutuhan organisasi internal pemerintahan. Terdiri dari 10 indikator yang memuat 

tentang tingkat kematangan beberapa layanan internal pemerintah. Nilai bobot 

Aspek 7 sebesar 27.50 dengan masing – masing indikator memiliki nilai bobot 

sebesar 5. Perhitungan Nilai Indeks Aspek 7 SPBE secara rinci dan sesuai rumus 

dapat dilihat pada Tabel 4.17 di bawah berikut. 

Tabel 4.17 Indeks Aspek 7 SPBE 

Aspek Nama Aspek Nilai / Bobot Aspek (%) 

7 Layanan Administrasi 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

27.50 

Indikator Nama Indikator 

Nilai 

Tingkat 

Kematangan 

Bobot 

Indikator 

(%) 

NI × 

BI 

(%) 

32 Tingkat Kematangan Layanan 

Perencanaan Berbasis 

Elektronik 

5 2.75 13.75 

33 Tingkat Kematangan Layanan 

Anggaran Berbasis Elektronik 
5 2.75 13.75 

34 Tingkat Kematangan Layanan 

Keuangan Berbasis Elektronik 
5 2.75 13.75 

35 Tingkat Kematangan Layanan 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Berbasis Elektronik 

5 2.75 13.75 

36 Tingkat Kematangan Layanan 

Kepegawaian Berbasis 

Elektronik 

5 2.75 13.75 
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37 Tingkat Kematangan Layanan 

Kearsipan Dinamis Berbasis 

Elektronik 

5 2.75 13.75 

38 Tingkat Kematangan Layanan 

Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah Berbasis 

Elektronik 

5 2.75 13.75 

39 Tingkat Kematangan Layanan 

Pengawasan Internal Pemerintah 

Berbasis Elektronik 

5 2.75 13.75 

40 Tingkat Kematangan Layanan 

Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi Berbasis Elektronik 

5 2.75 13.75 

41 Tingkat Kematangan Layanan 

Kinerja Pegawai Berbasis 

Elektronik 

5 2.75 13.75 

Jumlah (NI × BI) = 137.5 

Indeks Aspek 7 SPBE =  

1/BA × Jumlah (NI × BI) 
5 

 

 Penilaian tingkat kematangan pada Aspek 7 terkait Layanan Administrasi 

pada evaluasi SPBE ini menghasilkan nilai sebesar 5. Indikator pada setiap Aspek 

7 mencapai level tingkat kematangan 5 (optimum) yaitu layanan telah memenuhi 

kolaborasi antar layanan unit kerja. Sistem elektronik dilakukan perbaikan serta 

peningkatan secara berkelanjutan sesuai hasil dari evaluasi, perubahan undang-

undang maupun kebutuhan layanan. 
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H. Hitung Indeks Aspek 8 

Aspek 8 dari pedoman evaluasi tingkat kematangan SPBE tentang Layanan 

Publik Berbasis Elektronik. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) yang disediakan untuk membantu kegiatan masyarakat di berbagai sektor 

seperti keuangan, pendidikan, pariwisata, komunikasi dan informasi, usaha, 

kesehatan, perhubungan serta beberapa sektor lainnya. Instansi Pusat maupun 

Pemerintah Daerah dalam penerapan layanan publik berbasis elektronik dibutuhkan 

Aplikasi Khusus yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Pembuatan serta 

pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE masing – 

masing Instansi atau Pemerintah Daerah.  

 Aspek yang terdiri dari 6 indikator yang memuat pertanyaan terkait tingkat 

kematangan dari Layanan Publik yang sedang dikelola atau dijalankan saat ini. 

Nilai Bobot pada Aspek 8 sebesar 18%, dengan setiap indikator didalamnya 

memiliki nilai bobot sebesar 3. Penilaian indikator disesuaikan dengan kriteria 

tingkat kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di Kota Surabaya. Rinci 

dari hitungan nilai Indeks Aspek 8 terdapat pada Tabel 4.18 sebagai berikut.  

Tabel 4.18 Indeks Aspek 8 SPBE 

Aspek Nama Aspek Nilai / Bobot Aspek (%) 

8 Layanan Publik Berbasis 

Elektronik  

18.00 

Indikator Nama Indikator 

Nilai 

Tingkat 

Kematangan 

Bobot 

Indikator 

(%) 

NI × 

BI 

(%) 

42 Tingkat Kematangan Layanan 

Pengaduan Pelayanan Publik 

Berbasis Elektronik  

5 3 15 

43 Tingkat Kematangan Layanan 

Data Terbuka 
3 3 9 

44 Tingkat Kematangan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi 

Hukum (JDIH)  

5 3 15 
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45 Tingkat Kematangan Layanan 

Publik Sektor 1 (Sektor 

Kesehatan) 

5 3 15 

46 Tingkat Kematangan Layanan 

Publik Sektor 2 (Sektor 

Pendidikan) 

5 3 15 

47 Tingkat Kematangan Layanan 

Publik Sektor 3 (Sektor 

Pelayanan Terpadu Satu Atap) 

5 3 15 

Jumlah (NI × BI) = 84 

Indeks Aspek 8 SPBE =  

1/BA × Jumlah (NI × BI) 
4.67 

 

 Penilaian level tingkat kematangan pada tiap Indikator yang terdapat di 

Aspek 8 evaluasi SPBE menghasilkan nilai sebesar 4.7. Terdapat Indikator Layanan 

Data Terbuka memiliki tingkat kematangan level 3 (transaksi) yaitu pelaksanaan 

operasi layanan dilakukan pada satu transaksi dan sistem aplikasi/elektronik dapat 

melakukan proses kerja secara otomatis. Tingkat kematangan publik yang 

mencapai level 5 (optimum), layanan sudah dilakukan kolaborasi dan sistem 

elektronik dilakukan perubahan untuk peningkatan kualitas sesuai dengan hasil 

evaluasi, perubahan undang-undang serta kebutuhan layanan. 
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4.5.2 Perhitungan Indeks Domain SPBE 

 Nilai Indeks Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kematangan di suatu Domain. 

 

Gambar 4.28 Hitung Nilai Indeks Domain SPBE 

Langkah awal untuk mengukur Nilai Indeks Domain adalah Indeks Aspek 

yang telah didapat dikelompokkan sesuai dengan Nilai Indeks Domain yang akan 

dihitung. Setiap Domain memiliki nilai bobot yang berbeda sesuai cakupan aspek. 

Penilaian pada setiap Domain yaitu dengan menghitung perkalian Nilai Indeks 

Aspek yang telah didapat dengan Bobot Aspek selanjutnya dibagi dengan Bobot 

Domain seperti pada Tabel 4.19 di bawah. 

Tabel 4.19 Nilai Indeks Domain SPBE 

Domain Nama Nilai 

(%) 

1 Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 13.00 

2 Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 25.00 

3 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 16.50 

4 Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 45.50 

Total Nilai 100 

Sumber : (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi 

Republik Indonesia, 2020) 
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A. Hitung Indeks Domain 1  

Indeks Domain Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) merupakan salah satu domain dari pedoman evaluasi tingkat kematangan 

SPBE. Penilaian Indeks Domain berdasarkan hasil dari perhitungan nilai Indeks 

Aspek yang terdapat pada masing – masing domain. Domain terkait kebijakan 

internal merupakan penilaian terhadap tingkat kematangan dari kebijakan atau 

peraturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman penerapan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik yang sedang berlangsung agar sesuai kebutuhan dan mengacu 

pada Peraturan Presiden tentang SPBE. Isi dari Domain 1 SPBE ini adalah Aspek 

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Penjelasan perhitungan Nilai Indeks Domain 

1 SPBE terdapat pada Tabel 4.20 berikut. 

Tabel 4.20 Indeks Domain 1 SPBE 

Domain Nama Domain Nilai / Bobot Domain (%) 

1 Kebijakan Internal Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik  

13.00 

Aspek  Nama Aspek 
Nilai Indeks 

Aspek 

Bobot 

Aspek 

(%) 

NA × 

BA 

(%) 

1 Kebijakan Internal Tata Kelola 

Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik   

5 13 65 

Jumlah (NA × BA) = 65 

Indeks Domain 1 SPBE =  5 
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B. Hitung Indeks Domain 2  

Domain kedua dari pedoman evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) terkait Tata Kelola SPBE. Domain 2 SPBE terdiri dari 

beberapa aspek yaitu Perencanaan Strategis, Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) serta Penyelenggara SPBE. Hasil nilai dari beberapa aspek tersebut 

kemudian diakumulasikan menjadi satu untuk menghasilkan Nilai Indeks Domain 

Tata Kelola. Pengukuran tingkat kematangan terkait Tata Kelola Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sedang berlangsung. Penilaian dilakukan 

untuk mengukur kapasitas dari pengelolaan serta sistem  koordinasi terhadap 

pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perhitungan Nilai Indeks 

pada Domain 2 terdapat pada Tabel 4.21 di bawah. 

Tabel 4.21 Indeks Domain 2 SPBE 

Domain Nama Domain Nilai / Bobot Domain (%) 

2 Tata Kelola Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

25.00 

Aspek  Nama Aspek 
Nilai Indeks 

Aspek 

Bobot 

Aspek 

(%) 

NA × 

BA 

(%) 

2 Perencanaan Strategis Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

2.75 10 27.5 

3 Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 
2.75 10 27.5 

4 Penyelenggara Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik  

4 5 20 

Jumlah (NA × BA) = 75 

Indeks Domain 2 SPBE =  3 
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C. Hitung Indeks Domain 3  

Domain 3 tentang Manajemen pada Sistem Manajemen Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. Representasi dari penilaian terhadap tingkat kematangan dari beberapa 

Manajemen atau serangkaian proses untuk peningkatan kualitas selama penerapan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Domain yang terdiri dari 2 

Aspek yaitu Penerapan Manajemen SPBE serta Pelaksanaan Audit TIK.  

Audit TIK merupakan proses secara sistematis guna mendapatkan bukti serta 

dilakukan evaluasi secara objektif pada aset Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Tujuan dari dilakukannya Audit TIK, supaya dapat mengetahui tingkat kematangan 

dari Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan diterapkan saat ini 

sesuai dengan aturan maupun kriteria yang telah ditetapkan untuk kemudian dapat 

dilakukan peningkatan atau perbaikan. Berikut penjelasan dari perhitungan Nilai 

Indeks Domain Manajemen SPBE sesuai rumus pedoman evaluasi tingkat 

kematangan  SPBE dapat dilihat pada Tabel 4.22 di bawah. 

Tabel 4.22 Indeks Domain 3 SPBE 

Domain Nama Domain Nilai / Bobot Domain (%) 

3 Manajemen Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

16.5 

Aspek  Nama Aspek 
Nilai Indeks 

Aspek 

Bobot 

Aspek 

(%) 

NA × 

BA 

(%) 

5 Penerapan Manajemen Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik  

2 12 24 

6 Pelaksanaan Audit Teknologi 

Informasi dan Komunikasi  
1 4.5 4.5 

Jumlah (NA × BA) = 28.5 

Indeks Domain 3 SPBE =  1.73 
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D. Hitung Indeks Domain 4  

Domain keempat pada evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) tentang Layanan SPBE. Terdiri dari Layanan 

Administrasi Pemerintah dan Layanan Publik, Domain ini merupakan representasi 

dari penilaian tingkat kematangan pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik yang berjalan saat ini. Layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas dengan dilakukan pengembangan terhadap Layanan SPBE yang mengarah 

pada pengguna serta integrasi antar layanan. Peningkatan dapat dilakukan dengan 

pembuatan portal aplikasi atau layanan publik serta layanan internal atau 

administrasi pemerintahan.  

Layanan SPBE mempunya nilai manfaat apabila dapat berjalan sesuai 

kebutuhan dan rancangan yang telah dibuat. Memiliki beberapa Layanan SPBE 

sebagai bukti berjalannya sistem sesuai peraturan dan kebutuhan Pemerintah dan 

Publik. Perhitungan Indeks Domain 4 terdapat pada Tabel 4.23 sebagai berikut. 

Tabel 4.23 Indeks Domain 4 SPBE 

Domain Nama Domain Nilai / Bobot Domain (%) 

4 Layanan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 
45.5 

Aspek  Nama Aspek 
Nilai Indeks 

Aspek 

Bobot 

Aspek 

(%) 

NA × 

BA 

(%) 

7 Layanan Administrasi 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik  

5 27.5 137.5 

8 Layanan Publik Berbasis 

Elektronik 
4.67 18 84.06 

Jumlah (NA × BA) = 221.5 

Indeks Domain 4 SPBE =  4.8 
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4.5.3 Perhitungan Nilai Indeks SPBE 

 Langkah selanjutnya setelah mendapatkan nilai dari keempat Indeks 

Domain adalah mengumpulkan nilai tersebut kemudian menghitung Indeks dari 

keseluruhan Domain. Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

merupakan representasi dari keseluruhan nilai tingkat kematangan terhadap 

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).  

 

Gambar 4.29 Hitung Nilai Indeks SPBE 

Pengukuran Nilai Indeks SPBE dilakukan setelah Indeks Domain 1-4 

terkumpul. Selanjutnya masing-masing Nilai Indeks Domain dikali dengan Bobot 

Domain. Total hasil dari perkalian tersebut dibagi dengan jumlah Nilai Bobot 

Domain sebesar 100. Nilai yang dihasilkan pada perhitungan ini merupakan angka 

yang menunjukkan tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

Indeks SPBE yang telah diketahui kemudian dikategorikan sesuai predikat 

berdasarkan dari angka yang diperoleh selama proses evaluasi. Perhitungan Nilai 

Indeks SPBE pada evaluasi SPBE Pemerintah Kota Surabaya terdapat pada Tabel 

4.24 berikut. 
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Tabel 4.24 Nilai Indeks SPBE 

Domain  Nama Domain 
Nilai Indeks 

Domain 

Bobot 

Domain 

(%) 

ND × 

BD 

(%) 

1 Kebijakan Internal Sistem 

Pemerintah Berbasis Elektronik 
5 13 65 

2 Tata Kelola Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

3 25 75 

3 Manajemen Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

1.73 16.5 28.5 

4 Layanan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 
4.87 45.5 221.5 

Jumlah (ND × BD) = 390 

Total Nilai Bobot Domain  100 

Indeks  SPBE =  3.90 

 

 Hasil Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada evaluasi 

tingkat kematangan di Pemerintahan Kota Surabaya menghasilkan nilai sebesar 

3.88 dan masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Nilai yang didapat menunjukkan 

bahwa proses penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Surabaya berjalan dengan 

baik sesuai kebutuhan dan tujuan organisasi meskipun terdapat beberapa aspek 

yang masih belum terpenuhi karena adanya kebijakan atau regulasi baru. 
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4.6 Triangulasi 

 Berdasarkan hasil dari penilaian visitasi pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Surabaya untuk melakukan wawancara penilaian tingkat 

kematangan. Data yang dihasilkan dari wawancara kemudian diolah yang 

kemudian dilakukan triangulasi dengan mengkonfirmasi ulang kepada informan 

atau narasumber terkait. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, 

dengan mengecek ulang data yang telah diperoleh kepada informan. Hasil 

perhitungan yang diperoleh saat penelitian, setelah dilakukan triangulasi terdapat 

perbedaan hasil Nilai Indeks SPBE.  

Nilai yang dihasilkan dari perhitungan selama penelitian diperoleh Nilai 

Indeks SPBE sebesar 3.90. Setelah dilakukan konfirmasi ulang kepada informan 

Nilai Indeks SPBE menjadi 3.88. Perbedaan level tingkat kematangan yaitu 

terdapat pada Indikator 13 tentang Perencanaan Strategis Rencana dan Anggaran 

Terpadu. Adanya misinterpretasi  pada penjelasan oleh pelaku penelitian saat 

wawancara, pemaparan dari informan bahwa Rencana dan Anggaran telah tertuang 

dalam rencana kerja serta anggaran tahunan tetapi penganggaran masing-masing 

unit belum dikonsultasikan ke pengelola TIK yang menurut pemahaman pelaku 

penelitian penjelasan tersebut masuk dalam tingkat kematangan level 2.  

Berdasarkan evaluasi mandiri/internal pada Indikator ini memiliki level tingkat 

kematangan sebesar 1 berdasarkan evaluasi mandiri Pemerintah Daerah. 

Tabel 4.25 Tabel Triangulasi 

Evaluasi Mandiri Evaluasi Eksternal (Penelitian saat ini) 

Indikator 13 

Tingkat Kematangan : Level 1 Tingkat Kematangan : Level 2 

Tersedia Rencana dan Anggaran serta 

telah tercantum dalam rencana kerja 

dan anggaran tahunan. 

Rencana dan Anggaran telah tersedia 

serta tercantum di rencana kerja serta 

anggaran tahunan, tetapi masing-

masing unit kerja belum melakukan 

konsultasi anggaran kepada unit 

pengelola TIK. 
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4.7 Rekomendasi  

 Tahap akhir dalam proses evaluasi tingkat kematangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) setelah dilakukan penghitungan 

terhadap masing-masing Nilai Indeks Aspek, Domain SPBE adalah menyusun 

rekomendasi atau saran untuk perbaikan. Rekomendasi diberikan sesuai tingkatan 

yang diperoleh pada setiap indikator. Tujuan penyusunan Rekomendasi yaitu untuk 

saran perbaikan agar penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

mengalami peningkatan supaya menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien di 

lingkungan Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah maupun publik terhadap 

pelayanan berbasis elektronik.  

Tabel 4.26 Rekomendasi Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan  SPBE 

Indikator Penjelasan 

1 

Sebaiknya tetap mempertahankan kegiatan  evaluasi secara berkala 

dan tindak lanjut sesuai perubahan, kebutuhan serta perkembangan 

dengan membuat kebijakan baru dan dilakukan secara 

berkesinambungan terhadap Kebijakan Internal Arsitektur SPBE. 

2 

Sebaiknya tetap mempertahankan kegiatan evaluasi secara berkala 

dan tindak lanjut sesuai perubahan, kebutuhan serta perkembangan 

dengan membuat kebijakan baru dan dilakukan secara 

berkesinambungan pada Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE. 

3 

Sebaiknya tetap mempertahankan kegiatan  evaluasi secara berkala 

dan tindak lanjut sesuai perubahan, kebutuhan serta perkembangan 

dengan membuat kebijakan baru dan dilakukan secara 

berkesinambungan terhadap Kebijakan Internal Manajemen Data. 

4 

Sebaiknya tetap mempertahankan kegiatan  evaluasi secara berkala 

dan tindak lanjut sesuai perubahan, kebutuhan serta perkembangan 

dengan membuat kebijakan baru dan dilakukan secara 

berkesinambungan terhadap Kebijakan Internal Pembangunan 

Aplikasi SPBE. 

5 
Sebaiknya tetap mempertahankan kegiatan  evaluasi secara berkala 

dan tindak lanjut sesuai perubahan, kebutuhan serta perkembangan 
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dengan membuat kebijakan baru dan dilakukan secara 

berkesinambungan terhadap Kebijakan Internal Layanan Pusat Data. 

6 

Sebaiknya tetap mempertahankan kegiatan  evaluasi secara berkala 

dan tindak lanjut sesuai perubahan agar memenuhi kriteria pedoman 

dengan membuat kebijakan baru dan dilakukan secara 

berkesinambungan pada Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra. 

7 

Sebaiknya tetap mempertahankan kegiatan  evaluasi secara berkala 

dan tindak lanjut sesuai perubahan, kebutuhan serta perkembangan 

dengan membuat kebijakan baru dan dilakukan secara 

berkesinambungan terhadap Kebijakan Internal Sistem Penghubung 

Layanan. 

8 

Sebaiknya tetap mempertahankan kegiatan  evaluasi secara berkala 

dan tindak lanjut sesuai perubahan, kebutuhan serta perkembangan 

dengan membuat kebijakan baru dan dilakukan secara 

berkesinambungan terhadap Kebijakan Internal Manajemen 

Keamanan Informasi. 

9 

Sebaiknya tetap mempertahankan kegiatan  evaluasi secara berkala 

dan tindak lanjut sesuai perubahan, kebutuhan serta perkembangan 

dengan membuat kebijakan baru dan dilakukan secara 

berkesinambungan terhadap Kebijakan Internal Audit TIK. 

10 

Sebaiknya tetap mempertahankan kegiatan  evaluasi secara berkala 

dan mengatur tindak lanjut sesuai perubahan, kebutuhan serta 

perkembangan peraturan dengan membuat kebijakan baru dan 

dilakukan secara berkesinambungan terhadap Kebijakan Internal Tim 

Koordinasi SPBE. 

11 

Sebaiknya Arsitektur SPBE dilengkapi cakupan muatannya yang 

terdiri dari  referensi serta domain Arsitektur dari proses bisnis, 

Infrastruktur, Aplikasi, Data dan Informasi, Keamanan dan Layanan 

SPBE sesuai dengan Kebijakan Internal yang telah ditetapkan. 

12 
Sebaiknya Peta Rencana SPBE dilengkapi cakupan muatannya yang 

terdiri dari  Infrastruktur, tata kelola, aplikasi, manajemen, keamanan,  
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Audit Teknologi SPBE serta Audit TIK sesuai dengan Kebijakan 

Internal yang telah ditetapkan. 

13 

Pelaksanaan Perencanaan dan Anggaran SPBE yang tertuang dalam 

rencana kerja dan anggaran tahunan sebaiknya secara keseluruhan 

dilakukan konsultasi ke unit pengelola TIK di Pemerintah Daerah. 

14 

Peningkatan kinerja dalam penerapan inovasi proses bisnis yang 

dilaksanakan pada sistem elektronik atau aplikasi sebaiknya tetap 

dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai hasil pemantauan dan 

evaluasi. 

15 

Pembangunan Aplikasi yang telah memenuhi siklus pembangunan 

aplikasi sebaiknya dapat dikendalikan oleh unit kerja atau perangkat 

daerah sebagai pengelola TIK di Pemerintah Daerah. 

16 

Perencanaan kapasitas, pengendalian dan pemantauan terhadap 

Layanan Pusat Data sebaiknya dilakukan secara berkala dan terpusat 

dalam satu manajemen tunggal. 

17 

Perencanaan kapasitas, pengendalian dan pemantauan terhadap 

Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebaiknya dilakukan 

secara berkala dan terpusat dalam satu manajemen tunggal. 

18 

Peningkatan kinerja Sistem Penghubung Layanan agar dapat 

dilaksanakan di seluruh unit kerja atau perangkat daerah di 

Pemerintah Daerah berdasarkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. 

19 

Peningkatan kinerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dalam 

menjalankan tugas serta program kerja sebaiknya dipertahankan dan 

dilakukan tindak lanjut secara berkesinambungan sesuai hasil 

evaluasi. 

20 

Sebaiknya dilakukan peningkatan kegiatan bersama antar unit kerja 

atau perangkat daerah agar kolaborasi SPBE dapat diterapkan di 

seluruh perangkat daerah/unit kerja Pemerintah Daerah. 

21 
Sebaiknya Kegiatan Manajemen Risiko pada SPBE dapat diterapkan 

secara terarah dan terencana. 

22 
Sebaiknya pengendalian Keamanan Informasi SPBE segera dibangun 

agar dapat dilaksanakan segera pada unit kerja atau perangkat daerah. 
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23 
Sebaiknya Kegiatan terhadap Manajemen Data dapat segera 

dilaksanakan sesuai program kegiatan secara terarah dan terencana. 

24 

Sebaiknya Kegiatan Manajemen Aset TIK dapat tetap dilaksanakan 

sesuai pedoman Manajemen Aset TIK, dan dilakukan peningkatan 

agar dapat dilaksanakan ke seluruh unit kerja atau perangkat daerah.  

25 

Sebaiknya perbaikan untuk perencanaan dan pemenuhan terhadap 

kompetensi sumber daya manusia bidang SPBE yang merupakan 

tindak lanjut hasil evaluasi dapat dipertahankan dan dilaksanakan 

secara berkesinambungan. 

26 
Sebaiknya Kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE segera 

dilaksanakan secara terencana. 

27 
Sebaiknya Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE segera dan 

dilaksanakan secara terencana. 

28 

Sebaiknya pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE yang telah 

dilaksanakan pada proses Pelayanan Pengguna dan Pengoperasian 

Layanan SPBE dapat dipertahankan dan segera dilakukan evaluasi. 

29 

Sebaiknya Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE dapat segera 

dilaksanakan dengan perencanaan yang dibuat secara 

berkesinambungan. 

30 
Sebaiknya Kegiatan Audit Aplikasi SPBE dapat segera dilaksanakan 

dengan perencanaan yang dibuat secara berkesinambungan. 

31 
Sebaiknya Kegiatan Audit Keamanan SPBE dapat segera 

dilaksanakan dan dengan perencanaan yang berkesinambungan. 

32 

Peningkatan Layanan Perencanaan yang terintegrasi sebaiknya tetap 

dilaksanakan secara berkesinambungan agar dapat mempertahankan 

layanan yang sudah mencapai level optimum sehingga dapat 

dilakukan perubahan dan penyesuaian layanan terhadap perubahan 

serta kebutuhan lingkungan dan peraturan undang – undang. 

33 

Peningkatan Layanan Penganggaran yang terintegrasi sebaiknya 

tetap dilaksanakan secara berkesinambungan agar dapat 

mempertahankan layanan tingkat optimum sehingga dapat dilakukan 
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perubahan dan penyesuaian layanan terhadap perubahan serta 

kebutuhan lingkungan dan peraturan undang – undang. 

34 

Peningkatan Layanan Keuangan yang terintegrasi sebaiknya tetap 

dilaksanakan secara berkesinambungan agar dapat mempertahankan 

layanan tingkat optimum sehingga dapat dilakukan perubahan dan 

penyesuaian layanan terhadap perubahan serta kebutuhan lingkungan 

dan peraturan undang – undang. 

35 

Layanan Pengaduan Barang dan Jasa yang telah terintegrasi 

sebaiknya dilakukan peningkatan dan dilaksanakan secara 

berkesinambungan agar dapat mempertahankan layanan tingkat 

optimum sehingga dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian 

layanan terhadap perubahan serta kebutuhan lingkungan dan 

peraturan undang – undang. 

36 

Layanan Kepegawaian yang sudah terintegrasi sebaiknya dilakukan 

peningkatan dan dilaksanakan secara berkesinambungan agar dapat 

mempertahankan layanan tingkat optimum sehingga dapat dilakukan 

perubahan dan penyesuaian layanan terhadap perubahan serta 

kebutuhan lingkungan dan peraturan undang – undang. 

37 

Peningkatan terhadap Layanan Kearsipan Dinamis yang terintegrasi 

sebaiknya tetap dilaksanakan secara berkesinambungan agar dapat 

mempertahankan layanan tingkat optimum sehingga dapat dilakukan 

perubahan dan penyesuaian layanan terhadap perubahan serta 

kebutuhan lingkungan dan peraturan undang – undang. 

38 

Peningkatan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang 

terintegrasi sebaiknya tetap dilaksanakan secara berkesinambungan 

agar dapat mempertahankan layanan tingkat optimum sehingga dapat 

dilakukan perubahan dan penyesuaian layanan terhadap perubahan 

serta kebutuhan lingkungan dan peraturan undang – undang. 

39 

Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang saling terintegrasi 

dengan layanan administrasi lain sebaiknya dapat mempertahankan 

layanan tingkat optimum sehingga dapat dilakukan perubahan serta 
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penyesuaian layanan sesuai kebutuhan lingkungan dan peraturan 

undang – undang.  

40 

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang saling terintegrasi 

dengan layanan administrasi lain sebaiknya dapat mempertahankan 

layanan tingkat optimum sehingga dapat dilakukan perubahan serta 

penyesuaian layanan sesuai kebutuhan lingkungan dan peraturan 

undang – undang. 

41 

Layanan Kinerja Pegawai yang telah terintegrasi dengan layanan 

administrasi lain sebaiknya dapat mempertahankan layanan pada 

tingkat optimum sehingga dapat dilakukan perubahan serta 

penyesuaian layanan sesuai kebutuhan lingkungan dan peraturan 

undang – undang. 

42 

Peningkatan terhadap Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang 

telah terintegrasi dengan layanan SPBE lain sebaiknya tetap 

dilaksanakan agar dapat mempertahankan layanan tingkat optimum, 

supaya perubahan dapat dilakukan sesuai kebutuhan lingkungan dan 

peraturan undang – undang.  

43 

Layanan Data Terbuka sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan 

kolaborasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lain lingkup dalam 

atau antar Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai Arsitektur 

SPBE dan Integrasi Proses Bisnis 

44 

Peningkatan terhadap Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum (JDIH) yang telah terintegrasi dengan layanan SPBE lain 

sebaiknya tetap dilaksanakan agar dapat mempertahankan layanan 

tingkat optimum, supaya perubahan dapat dilakukan sesuai 

kebutuhan lingkungan dan peraturan undang – undang. 

45 

Layanan Publik Sektor Kesehatan (eHealth) yang terintegrasi 

sebaiknya tetap dilaksanakan peningkatan, sehingga dapat 

mempertahankan layanan tingkat optimum agar dapat melakukan 

perubahan dan penyesuaian terhadap kebutuhan lingkungan serta 

peraturan undang – undang.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

106 
 

46 

Layanan Publik Sektor Pendidikan (PPDB) yang terintegrasi 

sebaiknya tetap dilaksanakan peningkatan, sehingga dapat 

mempertahankan layanan tingkat optimum agar dapat melakukan 

perubahan dan penyesuaian terhadap kebutuhan lingkungan serta 

peraturan undang – undang.  

47 

Layanan Publik Sektor 3 (Surabaya Single Window) yang terintegrasi 

sebaiknya tetap dilaksanakan peningkatan, sehingga dapat 

mempertahankan layanan tingkat optimum agar dapat melakukan 

perubahan dan penyesuaian terhadap kebutuhan lingkungan serta 

peraturan undang – undang.  
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BAB V 

PENUTUP 

 Bagian akhir dalam penulisan untuk menyampaikan penjelasan dari 

kesimpulan serta saran terhadap evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah dilaksanakan. 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil dari evaluasi SPBE pada Pemerintah Kota Surabaya disertai dengan 

melakukan perhitungan hingga menghasilkan nilai tingkat kematangan berikut. 

1. Dilakukan wawancara untuk penilaian tingkat kematangan pada 47 Indikator 

sesuai PERMNPAN, dari nilai setiap indikator kemudian di klasifikasikan ke 

masing-masing Aspek SPBE yang selanjutnya dilakukan perhitungan Nilai 

Indeks Aspek SPBE 1 hingga 8 dengan hasil sebagai berikut : 

a. Nilai Indeks Aspek (1) Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, senilai 5 

b. Nilai Indeks Aspek (2) Perencanaan Strategis SPBE, senilai 2.75 

c. Nilai Indeks Aspek (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi, senilai 2.75 

d. Nilai Indeks Aspek (4) Penyelenggara SPBE, senilai 4 

e. Nilai Indeks Aspek (5) Penerapan Manajemen SPBE, senilai 2 

f. Nilai Indeks Aspek (6) Pelaksanaan Audit TIK, senilai 1 

g. Nilai Indeks Aspek (7) Layanan Administrasi Pemerintah, senilai 5 

h. Nilai Indeks Aspek (8) Layanan Publik, senilai 4.67 

2. Nilai Indeks Domain SPBE 1-4 diperoleh setelah diketahui Nilai Indeks Aspek 

1-8, kemudian diklasifikasikan sesuai Domain untuk dilakukan perhitungan 

sehingga menghasilkan Nilai Indeks Domain, sebagai berikut : 

a. Domain 1 Kebijakan Internal SPBE, senilai 5 

b. Domain 2 Tata Kelola SPBE, senilai 3 

c. Domain 3 Manajemen SPBE, senilai 1.73 

d. Domain 4 Layanan SPBE, senilai 4.8 

3. Perhitungan Nilai Indeks SPBE dapat dilakukan setelah diketahui nilai dari 

setiap Indeks Domain SPBE 1-4. Total dari perhitungan Indeks Domain 1-4 

sejumlah 390 yang kemudian dibagi total bobot Domain (100) dan 

menghasilkan Nilai Indeks SPBE senilai 3.90 masuk dalam kategori predikat 

“Sangat Baik”.  
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5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian, terdapat saran yang dapat digunakan terhadap 

penelitian selanjutnya sebagai berikut : 

1. Pemilihan fokus terhadap Aspek SPBE yang terdiri dari beberapa Indikator  

untuk diteliti lebih lanjut dapat digali secara spesifik karena pada masing-

masing Aspek memiliki peranan yang penting terhadap penerapan SPBE. 

2. Perbandingan evaluasi menggunakan framework maturity level lainnya, 

untuk menyelaraskan hasil evaluasi penilaian menggunakan 

PERMENPAN. 

3. Kombinasi kerangka kerja penilaian tingkat kematangan atau dapat 

menggunakan kerangka kerja sesuai masing-masing fokus pada Aspek 

SPBE yang akan diteliti. Contoh : Cobit, CMMI, e-Government Maturity 

Model, dan kerangka kerja lainnya.   
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